
BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 30 thHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA
Di LINGKUNGAIV PEMERINIAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat dan menunjang
efektivitas sistem Pengendalian Intern cli lingkungan
inspektorat Daerah Kabupaten purbalingga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4T ayat lZ1huruf a Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 200g
diiakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan
tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten
Purbalingga sehingga perh"r adanya audit kinerja;

b. bahwa untuk rnenu,jang pelaksanaan clan menjamin
kualitas pelaksanaan a,dit kinerja di lingkringan
Pemerintah Kabupaten Furbalingga perru - adanya
pedoman audit kinerja;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman Audit Kineda di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten purbalingga;

Mengingat : 1. Unclang-Undang Nomor 13 Tahurr 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1gS0 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, i(olu.si Dan Nepotisme (i,embaran Negara
Republik indonesia Tahun Lggg Nomor T S,
Tambahan l,embaran Negara Republik indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor IT Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembar-an Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiar Nomor a2B6);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerair (Lembaran Negara Repr-rblik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, 1'ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
clengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202A
ten.tang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik
Intlonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Flubungan Keuangan Antara Pemer:intah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia llahun 2022 Nomor 4, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indorresia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Afi tentang
Pembinaan dan Pengavasan Penyeienggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembarern Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Aa\;

B. Peraturan Daerah l(abupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2AL6 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Da.erah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Ka.bupaten Purbalingga Tahun 2Arc Nomor
12, 'Iambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah
dengan Pera.turan Daerah Kabupaten purbalingga
Nomor 13 Tahun 2O2O tentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
'lahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2O2O Nomor
13, Tarrrbahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 98);

9. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 25 Tahun
2AA7 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
lVlasyarakat di lingkungan Departemen Dalam
Negeri Dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nornor PER/051M.PAN/03/2008 tentang Standar
Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

1 1. Peraturan Bupati Purbalingga Noruor 77 Ta}lun 2016
tentang Keduclukan, Susunan Orga.nisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016 Nomor 77);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG
PEDOMAN AUDIT I(NERJA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Dalarr Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerinta,han Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. l3upati adalah Bupati Purbalingga.

4. Perangkat- Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penl'elenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kern enangan daerah.

5. Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah pedoman
clan acuan serta sasaran arah kebijakan pembinaan dan pengawasan dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. di Kabupaten
Purbalingga.

6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah
berjalan secal'a efektif dan efesien sesuai dengan rencana d.an ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat ApIp
adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelJnggaraan
Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang rneliputi
Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan l,embaga pemerintah
Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.

8. Obyek Pemeriksaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten purbalingga yang menjadi obyek
Pemeriksaan APIP yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja perangkat
Daerah.

9. Audit Kinerja adalah audit yang inclependen atas pengelolaan sumber daya
dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi PemLrintah yang terdiri atls
aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan tujuan untut rnelakukan
perbaikan.

Pasal 2

Audit Kinerja rnerupakan audit yang tidak berulang terhadap semua aktivitas
pemerintah, fleksibel daiam pemilihan subjek, objek, metodologi dan simpulan
auditnya, memiliki perspektif normatif dan deskriptif, bersifat analitis, serta
menggunakan alternatif metode pengujian dan evaluasi secara luas dalam
penyeiesaiannya sehingga bermanfaat baik untuk peningkatan kinerja
organisasi maupun sebagai sumber informasi yang relerran bagi berbagai
pemangku kepentingan dalam rangka akuntabilitas publik.

Pasal 3

Pedoman Audit Kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
sehagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakarr
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati Purbalingga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga

, Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal O3Jan.xrp, lu r!-

U? RBALINGGA

UNING P TIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURB,ALINGGA,

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

Pasal 4

Pedoman Audit Kirre{a dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dipergunakan sebagai acuan bagi
jajaran pimpinan dan Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten
Purbalingga dalam melakukan audit kinerja.

,"M,,



I,AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURI3ALIN GGA
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KIN ERJA DILINGKUN GAN PEM ERINTAHI{ABUP.ATEN PURBALIN GGA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

01. Definisi Audit intern sesuai Stanciar Auclit Intern Pemerintah lndonesia
aclalah kegiatan yang independen clar"r obyektif dalam bentuk pemberia.
keyakinan (nswrmce actirtities) dan konsultansi (constilting nctitities), yang
clirancang unfuk metnlreri r-rilai tambah clan n'reningkatkan operasional
sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (aucliti)
mencapai tujuannya dengan cara menggunakan penclekatar-r yang
sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas clari

proses manajemeu risiko, konlrol (pengenclalian), cian tata kelola (sektor
publik).

02. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan

interu rnelalui kegiatan audit, yang berclasarkan Perafuran pemerintah

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengenclalia.

I.tern Pernerintah salah satunya aclalah audit kinerja.

03, Peran Inspektorat Daerah K;rbupaten purbalingga sebagai Aparat
Petrgawasan Intern Petnerintah (APIP) sekarang ini semakin strategis clarr

bergerak mengikuli kebutuhan pemangku kepentingan. Aplp cliharapkan
menjacli agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambal.r pacla
produk atau Iayanan instansi pemerilrtah clan merupakan salah safu unsur
manalernen pemerintall yang penting clalam rangka nrewujuclkar.r
kepemeri,tahan yang baik (gootr goue,tnnce) yang mengararr pac{a

pemeri'tahan/ birokrasi ya.g bersih (cre tut gouenr r trcnt).

04' Dalam rangka rnembangun tat'a kelola Pemerintahan yang bersih, efektii
<lemokratis, dan terpercaya perlu clilakukan banyak pembenahap terutama
clalam hal perbaikan kinerja pemerintah, khususnya pengelolaal keuangan

dan kekayaan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah l(abupatel
Purbali.gga. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk nreningkatkan

Drait Pedornan Audit Kinerja I



dalam hal perbaikan kinerja pemerintah, khususnya pengelolaan keuangan

da-n kekayaan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten

Purbalingga. Audit kinerja merupakan salah satu cara unfuk meningkatkan

kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga terutama daiam memperbaiki

kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat.

B. Maksud dan Tuiuan

05. Pedoman audit kinerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi jajaran

pirnpinan dan auditor Inspektorat DaeraLir Kabupaterr Purbalingga agr
terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan audit

kinerja.

06. Tujuan pedornan ini meliputi:

a. Memberikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan daiam merancang,

mengembangkan dan melaksanakan audit kinerja;

b. Mengarahkan dan mendorong auditor Inspektorat Daerah Kabupaten

Purbalingga untuk mencapai tujuan audit kinerja;

c. Mempercepat peningkatan kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten

Purbalingga dalam melaksanakan kegiatan audit intern.

C. Dasar I'Iukum

07. Dasar hukum penyusunan Pedoman Audit Kinerja ini adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tairun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

b. Peraturan Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengaurasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 20L6 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

d. I(eputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intem Pemerintah

Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPI/DPN /20L4 tentang

Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar

Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor

Draft Pedonran Audit Kinerja 2



D. Ruang Lingkup

08' Pedoman ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan audit kinerja mulai
dari tahap perencar"raar"r, pelaksanaa., pelapora^ da. pemantauan

pelaksanaan tinclak lanjut. pecloman ini tidak mengatur hal-hal yang
ber"sifat rinci yang mungkin membutuhka, referensi petunjuk teknis
lainnya untuk diperhatikan.

E. Sistematika Penulisarr

09' Pedoman audit kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VII

Pendahuluan

Gambaran Umum Audit Kinerja

Perencanaan audit kinerja

Pelaksanaan audit kinerja

Pelaporan auclit kinerja

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut

Penutup

_
Draft Pedoman Audit Kinerla ---'._---- 
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BAB II

GAMBARAN UMUM AUDIT I(INERIA

A. Pengertian Audit l(inerja

01 Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Pasal 4 ayat (3) tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggr:ng Jawab I(euangan Negara,

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan

negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi clan efisiensi serta

pemeriksaan aspek efektivitas.

02 Audit kinerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tallun 200g

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah aclalah audit atas

pengelolaan keuangan negara dan pelaksa,aan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematarr, efisiensi, dan
efektivitas.

03 Menurut Standar Audit Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia
(AAIPI), Audit Kinerja aclalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan
audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

04 Terminologi baku untuk pemeriksaan kinerja yarrg cligunakan oleh alggota
lnternntionnl Orgnnizntion of Sttprenrc Autlit Instittttions (INTOSAI) adalah

\tt:rformance auclit. /NIOSAI mendefinisikan pemeriksaan kinerja sebagai

suatu perneriksaan yang independen atas efisiensi cian efektivitas kegiatan,
program, dan organisasi pemerintah, dengan memperhatikal aspek
ekonomi, dengan tujua. u.fuk mendorong ke ararr perbaikan.

05 Terminologi lain 1'ang dikenal clari pen"reriksaan kinerja aclalah unltrc fo,
nnney audit, ya.g digunakan di I.ggris, Kanada, dan beberapa negara

pt'rsemakmuran, dan diartikan sebagai suafu proses penilaian atas bukti-
bukti yang tersedia untuk mengl'rasilkan suatu pendapat secar.a luas

mengenai bagairnana entitas menggunakan sumber daya secara ekonomis,

efektif, dan efisien.

06 Audit kinerja menurut pedoman ini adalah auclit atas pengelolaan sumber
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daya dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri
atas aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas dengan fujuan untuk
melakukan perbaikan.

07 Audit kineria berbeda dengan Pengukuran Kinerja (performnrtce

L4enalenrent). Pengukuran kinerja adalah proses pernantauan da1

pelaporan )/ang sedang berjala. mengenai penyelesaian suatu

program/kegiatan/entitas, khususnya progres pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan. Fokus pengukurarr kinerja adalah untuk mengetahui

apakal'r suatu program/kegiatan/entitas telah mencapai tujuan atau target,

yang ciinyatakan dalam benfuk stanclar-standar kinerja )/ang dapat diukur.

Pengukuran kinerja merupakan permasalahan manajemel dan

pengendalian internal. Karena merupakan proses berjalan, pengukuran

kinerja merupakan sistem peringatan dini (enrly tonning systern) bagi

manajemen. Indikator kinerja kadang-kadang digunakan sebagai inclikator

atau referensi dalam nterencanakan audit kinerja. Sah.r topik dari audit
kinerja adalah apakah sistem pengukuran kinerja clalam program

pemerintah sudah efisien dan efektif.

08 Audit kinerja dapat menggunakan Evaluasi Program (Prograrn Epaltntiort)

sebagai salal'r satu pendekatan. Evaluasi program merupakan studi
sistematis trnhrk menilai seberapa baik capaian suatu program yang seclalg

berjalan dengan menguji kinerja dan konteks suatu program bedasarkar-r

informasi yang komprerrensif. De,gan rnerakukan penilaia. yang

menyeluruh, dari evaluasi program juga ctapat diketahui apa yang dapat

clilakukan untul< memperbaiki hasilnya. Evaluasi program merupakan

suatu jenis stucli yang dapat clilaksanakan dalam auclit kilerja karena

mempunyai tujuan yang identik dengan audit kinerja clalanr hal

menganalisis I'rubungan antara tujuan, sumber daya, dan hasil dari suahr

program.

B. Tujuan dan Manfaat Audit l(ineria

09 Tujuan Audit l(inerja

Tujuan audit kinerja meliputi:
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a) Memberikan penilaian terkait dengan keekonornisan, efisiensi clan

efektivitas dari pelaksanaan suatu program/kegiata./entitas;

b) Memberikan hasil analisir; terhaclap permasalahan suatu
program/kegiatan/entitas terkait clengan keekonomisan, efisiensi, dan
efektivitas dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan; atau

c) Memberikan penilaian atas dampak suatu prograrn/kegiatan/entitas
yang dijalankan, baili yang bersifat langsung ataupun tidak langsung

rlan apalcah tujuan telah atau tidak tercapai.

Tujuan umurl audit kinerja adalah unhrk menilai clal melakukan

perbaikar-r terhadap berfur-rgsinya program /kegiatan/entitas pener"i-ntah.

10 Manfaat Audit Kinerja

Manfaat audit kinerja yaitu:

a) Mernbanhr manajemen dan semua yang terkait clengan tata kelola dan
pengenclaliarr untuk memperbaiki kinerja clan pelaksanaa.

prograrn/kegiatan/entitas, mengurangi biaya, clal memfasilitasi

pe,garnbila, keputusan oleh pihak-pihak yang berta.ggung jawab

mengawasi dan memprakarsai tindakan perbaikan dan berkontribusi
pada akuntabilitas publik.

l']) Diharapkan dapat rneningkatkan kinerja organisasi, meliputi
program/kegiatan/entitas atau or:ganisarsi secara keseluruhan sehilgga
diharapka, dapat ,'remperbaiki kualitas peraya.a. pubrik yang
menjadi hurtutan masyarakat.

C. Obyek Auclit I(inerja

11 ob-r'ek auclit kineria arclalatr program clan kegiatan (cler-rgan output, hasil
clatl dalmpak) atau situasi \rang atcla (te.rnrtls;uk sebalr dan akibat). Subjek
atrr'lit ciitentukan oiel-r tlriuan clan clirumuskan dalam pertanya6l-r auilit.

D. Audit I(inerja lJerbasis Risiko

72 Fokus penilaian adalah pacla area audit yang berisiko tinggi berdasarka,
faktor risiko yang telah ditetapkan pada PI(PT beserta suplemerurya. Risiko
didefinisikan peristiwa atau kejadian dar:i kondisi tertentu yang apabila

terjadi clapat rnerugikan organisasi, seperti paparan pad,a kerugian
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keuangan, hilangnya reputasi atau kegagalan menjalankan program atau
kebijakan secara ekonomis, efisien atau efektif.

E. I(onsep Ekonomi, Efisiensi clan Efektivitas dalam konteks Vahte For Monerl
13 Pada prinsipnya, konsep ekonomi, efisiensi clan efektivitas berhubungal

er:at dengan pengertian input, t'srttptrt d,an otttctttrrc. Ir4tttt adalah sumber daya

dalam bentuk dana, sumber Daya Manusia (sDM), peralatan, dan material

yang digunakan untuk menghasilkan oupttt. Otipttt adalah barang-barang

y'ang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain clari

proses atas input. Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yalg
menggunakan inLtut unfuk menghasilkan output, seclangka n otttconrc aclalah

tujuan atau sasaran yang akan dicapai rnelalui outprtt. Gambar 1 berikut i1i
rnenjelaskan hubungan antara inpttt, proses, otttprtt, d,an ontconrc.

EKONOMIS
EFEKTIF

@@

EFISIE N

GAMt}AR 1-

Hr.rbungan lnput, proses, Output, dan Outcome

1.4 Ekonomis berkaita.r denga. perolehan sumber daya yang akan digunakan
dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kuaritas, clan kuantitas yang
benar' Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan inpttt yang akan
cligunakan Pengertian ekonomi BIAYA INPUr EKoNoMI lNpUr pRosES

EFISIENSI OLUPIIT OUTCOME EFEKTIFiTAS Petunjuk Pelaksanaan

Pemeriksaan Kinerja Bab II Direktorat Litbang Badan Pemeriksa I(euangal
5 dalam proses, clengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prilsip dan

praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen. Organisasi yalg
ekonomis memperoleh in\rut pada kualitas dan kuantitas yang tepat,

tieugan harga termurah. Penekanan unfuk aspek ekonomi berhubungal
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de.ga, peroleha'barang atau jasa seberum digunakan clalam proses.
15 Pemeriksaa. atas aspek ekonomi meliputi faktor-faktor, apakah:

(1) barang atau jasa u,tul< kepenti.gan prograr"r, aktivit^s, fungsi, dan
kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandi.gkan
dengarr barang atau jasa yarrg sama; clan

(2) barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus
c{ibandingka. denga. jenis barang/jasa serupa crengan harga yang
sama

16 Langkah-langkah dalam pengukuran ekonomi adalah sebagai berikut:
(1) identif ikasi inpttt yang diperolel.r;

(2) identifikasi biaya dan waktu/ pengorbanan untuk menclapat kan inprrt;
(3) per-rentuankriteria;

(4) pernbandingan data vang diperolel'r pacla langkah (2) dengan kriteria
yang telah dibuat pada langkah (3); dan

(5) interpretasi lrasilnya.
.17 Efisiensi merupakan hubunga. yang optimal antar a input d,an otttptrt.

Suahr entitas dikatakan efisien apabila rnampu menghasilkan otttpttt
maksimal dengan jumlah inpttt tertentu atau mampu menghasilkan ortpttt
ter tenfu clengan memanfaa tkan inpr t t minimal.

1B [Jntuk ,renilai efisiensi, pertanyaan-pertanyaan berikut perlu
dipertimbarrgkan dalanr melakukan pemeriksaan:

(1) apakah inytt yang tersecria telarr dipakai secara optimar?
(2) apakah outpttt yang sama dapat diperoleh clengan lebih sedik it ittpttt?
(3) apakah outpttt yang terbaik dalam ukuran kuantitas clan kualitas clapat

diperoleh dari input yang digur.rakan?

79 Temuan atas efisiensi crapat dirurnuskan de.gan menggunakan
perbanclingan antara aktivitas / industri/organisasi yang sejenis, periode
lain, standar, dan best prnctices yang secala tegas telah diaclopsi oleh entitas.

20 Pemeliksaan atas efisiensi rneliputi aspek, apakah:

(1) program, akt'ivitas, fungsi, kegiatan telah clikelola, cliarur,

diorganisasika., dar-r dilaksanakan secara efisien; cran

(2) jasa pelayanan oleh pemerintah telah diberikan dengan kualitas terbaik,
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berorientasi pada kebutul'ran masyarakat, dan diberikan tepat waktu.

27 Langkal'r-langkah pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

(1) identifikasi dan pililtirtptrt yang relevan;

(2) identifikasi clan pihh outpuf yarrg relevan;

(3) perrentuan unit pengukuran hryntt dan outprtt;

(4) penentuan rasio pengukuran antara input dan otrtpttt;

(5) penentuan kriteria;

(6) pembandingan data yang diperoleh pada langkah (4) dengan kriteria

yang telah dibuat pada langkah (5); dan

(7) interpretasi hasil.

22 Efektivitas pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan

dengan hubungan antara outpttt yang dihasilkar-r dengan tujuan yang

dicapai (oulconte). Efektif berarti otttpttt yang dihasilkan telah memenuhi

tujuan yang telah ditetapkan.

23 Untuk nrelakttkan pemeriksaan atas efektivitas suafu entitas, maka

pertanyaan-pertanyaan berikut perlu dipertimbangkan:

(1) apakah outTtttt yang dihasilkan telah climanfaatkan sebagaimana

diharapkan?

(2) apakah outpttt yang dihasilkan konsisten dengan tujuan?

(3) apakah dampak yang dinyatakan berasal dari otrtpttt yang clihasilkal

dan bukan dari pengaruh lingkungan luar?

24 Langkah-langkah pengukuran efektivitas adalair sebagai berikut:

(1) identifikasi tujuan (outconte) yang telah ditetapkan sebelumnya;

(2) identifikasi otttpttf aktual;

(3) peneutuan unit pengukura n orrtpttt dan otttconte;

(4) pernbandingan antara outpttt dan orrtconrc) d,an

(5) interpretasi hasil.

25 Dalam pemeriksaan kineria, pemeriksa dapat memilih untuk memeriksa:

salah sahl aspek saja (1E) misalnya menilai aspek ekonomi, efisiensi atau

efektivitas; kombinasi dua aspek (2E) misahlya menilai aspek ekonomi da1

efisieusi, atau aspek efisiensi dan efektivitas; dan seluruh aspek (3E) baik

ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
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26 untuk memilih aspek pemeriksaan kinerja (7E, zE atau 3E), pemeriksa

harus mempertimbangkan sumber daya yang terseclia dan risiko
pemeriksaan. Setnakin luas aspek kinerja yang cliperiksa, maka risiko
pemeriksaan juga akan meningkat. f3est practice yang umunulya dilakukan

adalah hanya memeriksa 1E atau 2E saja.

F. Standar Auclit Kinerja

27 Standar audit yang digunakan dalam melaksanakan auclit kinerja adalal1

Standar Audit Intern Pemerintah lndonesia, yang terdiri dari: (1) prinsip-

prinsip Dasar; (2) Standar Umurn; (3) Standar pelaksanaan Audit Intern;

dan (4) Standar Komunikasi Auclit Intern.

G. Metodologi Audit Kinerja

28 secara garis besar, metodologi ini ter.bagi dalarn tiga tahap, yaitu
tahap perencanaan, pelaksallaan, dan pelaporan.

I. Perencanaan:

1) Pen'rahama. obyek audit dan pengidentifikasian masalah;

2) Penentuan area potensial;

3) Penentuan tujuan darr lingkup audit;

4) Penentuan kriteria audit;

5) Penyusunan program Audit

II. Pelaksanaan:

1) Irengujian clata;

2) Penyusu.an clan penyampaian konsep Temuan Aucliu

3) Perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Temuan Audit;
4) Penyampaian Temuan Audit

III. Pelaporan:

1) Penyusunan konsep laporan hasil audit;

2) Pe.yusuna^ da. penyampaian Laporan Hasil Auclit (LHA).
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BAB III
PETTENCANAAN AUDIT I(INERIA

A" Tujuan Irerencarraan Audit l(inerja

01 Perencanaan auclit kinerja yang baik sangat diperlukan clalam ralgka:
a) menentukan tujuan, r'uang lingkup, dan metodologi audit kinerja;

b) mengurangi risiko audit dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai atas kecukupan dan ketepatan bukti audi$

c) melmastikan bahr,r'a audit kinerja dilaksanakan clengan kualitas ya,g
baik dan memenuhi prinsip ekonornis, efisien dan efektif; serta

d)rnengestimasi sumber daya manusia, biaya clan wakhl yang clibuhrhkan

dalam pelaksanaan audit kinerja.

B. I(egiatan dalarn Perrencanaan pemeriksaan

02 I(egiatan dalam perencanaar"r audit meliputi: pemahaman eltitas dan
perrgiclentifikasiiln masalah, perrentuan area potensial, penentual tujuan
clan lingkup audit, pene-'ntuan kriteria audit, pengiclerrtifikasian jer-ris bukti
dan prosedur audit, penyusunan program auclit.

03 Pe'tunjuk pelaksanaan pada tahap perencanaan pemeriksaan i1i ter-diri

dari enam tahap, yaitu:

1) Pemaharnarr obyek audit cla, pengidentifikasian masalah

2) Penentuan Area Kunci

3) Penentuan Tujtran dan Lingkup Audit
4) Penentuan kriteria audit

5) Penyusunan program Atrclit

c. Pemahaman obyek audit dan pengic{entifikasiarr masarah

04 Sebelum rnelakukan pengidentifikasian masalah, pemeriksa terlebih
dahulu harus rnemperoleh pemahaman yang memadai atas harapan

penugasan dan entitas yang diperiksa.

05 Pemeriksa memerlukan pemahaman entitas agar elapat memahami

kegiatan pokok, proses bisnis;, isu dan permasalal-ran yang clihadapi,

peraturan yt1.g terkait de,gan entitas/kegiata./program yang
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diperiksa termasuk juga isu lingkungan hidup dan data umum entitas

laimya.

06 Pemahaman entitas serta pemahaman atas harapan penugasan dairat

membanLu pemeriksa dalam hal:

a) penentuan aral'r pemeriksaan kinerja;

b) penaksirarr risiko clan identifikasi n'rasalah pemeriksaan yang

signifikan; clan

c) perencanaan pemeriksaan yang matang sehingga pelaksanaan

pemeriksaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

07 'fujuan dari kegiatan pemahaman entitas dan pengidentifikasiar-r

rnasalah adalah:

a) memperolel-r data, informasi, ser.ta latar belakang

entitas/prograrn/ kegiatan darr fungsi pelavanan publik yang

cliperiksa mengenai lral-hal yang trerhubungan dengan input,

proses/ otttpttt, serta outconrc; dan

b) mengidentifikasi rn;rsalah-rnasalah )rang ada dalanr

entitas/ kegiatan/prograrn yang akan diperiksa.

08 lnput 1,ang diperlukan dalam kegiatan ini dapat berupa airtara lain:

a) F-lasil anerlisis pernilihan topik potensial pemeriksaan yang

clilakukan pada tahap penentuan topik poter-rsial pemeriksaan;

b) Peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Unclang (UU),

Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan presiden (perpres)

Keputusarr Nlenteri (Kepmen), I(eputusan Dirjen, surat Edaran

Direktur, Keputusan l(c'pala Dinas, surat Edaran Kepara Dinas,

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangg;r (AD/ART)

BUIvIN/BUMD, Keputusan Direksi, dan Cornprmy profite

BUMN/BUlvlD yang terkait dengan program/kegiatan yang

diperiksa;

cr) Stnnclard Operating Procedure (SOP), clan petunjuk operasional

yang terkait dengan program/ kegiatan yang diperiksa;

d) Hasil evaluasi terhaclap program etntitas dan rel'lcana kerja

pemeriksa internal dern laporan hasil perneriksaan sebelumnya;
1t



e) Hasil-hasil diskusi dengan manajemen dan stnkelnlder; dan

0 Hasil liputan media masa dan penelaahan informasi dari internet
yang terkait dengan pr.ogram/ kegiatan yang cliperiksa.

09 Iidak selrlua input yang terdaftar cli atas harus cliperoleh pemeriksa,

tergarrtung clari lingkup entitas yang diperiksa dan pertimbangan

pemeriksa.

10 Unhrk dapat rnengiclentifikasi permasalahan signifikan pada entitas,

terdapat dua pendekatan utama yang dapat digu,aka. yaitu:

1) pende,katan yang berolientasi pacla hasil; dan

2) perrclekatan yang berorientasi pada proses.

11 Dalam menggunakan p-rendekatan yang berorientasi pada hasil,

Pemeriksa dapat me,gembangka. pemeriksaa. clengan

menggunakan beberapa pertar.ryaan sebagai berikut:

1) Bagaimanakah kinerja atau hasil apa yang telah dicapai olel.r

errtitas?

2) Apakah persyaratan-persyaratan untuk melakukan kegiatan

pada suatu entitas telah clipenuhi?

3) Apakah tujuan dari entitas/program/kegiatan telah tercapai?

Denga.r me.ggunakan perta,yaan-pertanvaa, di atas, pemeriksa

melakukan analisis awal tentang hasil kinerja entitas yang telah

dicapai (dilihat dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas)

dibandingkan dengan hasil observasi awal tentang kriteria yang acla

(misal: trrjuan, sasarall, peraburan, clan lain-lain). I(esimpulan awal
hasil analisis ini dapat dikembangkan lebih lanju't dalam langkah

perencanaan operasional berikutnya, yaifu unfuk penenfuan area

kunci, tujuan, lingkup, dan kriteria pemeriksaan.

72. Dalam pendekata, yang berorientasi pada proses, pemeriksa

rnelakukan verifikasi dan analisis awal tentang segala proses yang

melekat pada entitas yang akan diperiksa. pemeriksa dapat

metnatrfaatkan berbagai macaln sumber clata cian informasi untuk

mendapatkan data yang relevan. Beberapa proses yang telah
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teriderrtifikasi tersetrut merupakan titik awal dari tahap perencanaan

pemeriksaarr kinerja.

Kegiatan utama dalanl pendekatan ini adala}r memverifikasi apakah

terdapat permasalahan yang ada claram proses yarlg telah

telidentifikasi, clan rnenganalisis faktor-faktor penyebabnya.

Verifikasi dan analisis atas masalah dalam proses tersebut clilakukan

derrgan tetap memperhritikan aspek 3E. selanjutnya pemeriksa

memforrnulasikan dugaan awal atau hipotesis tentang penyebab

terjadinya masalah dan akibatnya tersebut, untuk dilakukar-r

pengujian lebih lanjut. Dugaan awal atau hipotesis tersebut

clipengaruhi oleh pertimbangan profesional pemeriksa, berclasarkal

hasil ar"lalisisnya.

13 Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemahaman entitas clan

pengide.tifikasia. masalah dapat cliri.ci sebagai berikut:

a. Reviu hasil analisis pemilihan topik potensial pemeriksaan pada

tahap penentua' topik potensial yang secara khusus terkait

clengan entitas/program/ kegiatarr yang diperiksa.

b. Analisis sol'] dari entitas yang diperiksa, yarlg relevan clengan

tujuan pemeriksaan.

(1. Jika diperlukan, lal<ukan observasi singkat di lokasi lcegiatar-r

utama entitas, misalnya, pabrik atau gudang untuk

BUMN/BUMD, atau kantor untuk instansi pemerintah. I(egiatan

ini dilaksanakan ur-rtuk rrrengukur tingkat kepatuhan atas

impleme.tasi soP cla. sistem pengendalian Internal (spD.

d. Jika diperluka,, lakukan rvawancara de.gan ma.ajemen.

trvawtrncara ini dilakukan dalam rangka untrrk memperoleh

informasi yang bersifat umum, seperti misi entitas yang

cliperiksa, target kegiatan pada tahun berjalan yang diperiksa,

anggaran yang tersedia, realisasi kegiatan, dan sebagainya.

e. Reviu peraturan-peraturan yang menclasari

entitas /program /kegiatan yang diperiksa, laporan kemajuan

pelaksanaan program, serta hambatan-hambatan clalam
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pencaPalan program.

f. Identifikasi dan leviu hrjuan dan sasaran dari program yang

diperiksa, kemudiarr teliti erpakah dalam mencapai tujuan

tersel-rut terdapat tolok ukur, standar, atau Kr)/ Perfornmnce

Indicntor' (Kpl) untuk menentukan kelemal-ran dan keberhasilan

program terrsebut.

g. Lakukan inventarisasi atas tolok ukur, standar, atau KPI yang

telah diterapkan olel'r entitas dalam melaksanakan

prograrn/ kegiatan.

h. Buatlah simpulan mengenai premahaman entitas dan

perrrasalahan yang berhasil diidentifikasi dalam tahap ini.

Fermasalahan ini melupatkan identifil<asi awal bagi

pengernbangan arah dan trrjuarr pemeriksaan pada tahap

perencanan selanjutnya.

1,4 Output dari kegiatan "Pemahaman Entitas dan Per-rgidentifikasian

Masalalt" clapat rneliputi:

(a) gambaran umum dari entitas/prograrn/kegiatarr yang diperiksa

yang antar:a lain meliputi ittlttlt, proses, outpttl, dnn outcome;

(b) penilaian awal pemeriksa tentang capaian kinerja entitas;

(.) identifikasi tentang permasalahan yang dihadapi entitas, serta

hipotesis awal tentang faktor-faktor penyebab dan akibahrya;

(d) hasil reviu peraturan perundang-undangan yang mendasari

entitas/program/kegiatan yang diperiksa;

(e) informasi mengenai faktor'-faktor yang memengaruhi kinerja

entitas; dan

(0 kesir:rpulan umurl tentang identifiliilsi urasalah berupa area

potensial yang <iapat dianalisis lebih lanjut sebagai area kunci.

15 Setluruh pengkajian perneriksa rnengenai tahap "Pemahaman entitas dan

Pengidenti{ikasian Masalah" harus didokurnentasikan dalarn KKP. Contoh

I(I(P lcegiattrn pemahaman entitas dan pengidentifikasian masalah dapat

ciilihat pacla Lampiran III.1 dan Lampilan III.2
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D. Penentuan Area Kunci

76 Area kunci adalal-r area, bidang, program, atau kegiata. ).ang merupakan
fokus pemeril<saan clalarn entitas yang diperiksa. penenfuan area kunci
saugat penting agal pelaksatlaan audit dapat lebih fokus pacla tujuan auclit,

sehi.gga memungkinl<an penggunaan sumber daya auclit ya.g lebih
efisien clan efektif. I)alam kegiatan penentuan area kunci, auclitor akan

dapat memaharni suatu permasalahan yang sudah tericlentifikasi pada
tahap sebelumnya, secara lebilr mendalam.

'17 Berdasarkan hasil yang diperoleh clari penrahaman entitas dan identifikasi
nrasalah, yang di dalamnya terdapat infonnasi tentang visi, misi, proses

bisnis, tugas utama clari entitas, serta permasalahan-permasalahal yang
dapat menghanlbat pencapaian fujuan entitasr/program/ kegiatal, auclitor

clapat tnenentukan beberapa area potensial yang clapat dikembangkan

dalarn arrdit' Area potensial yang telah tericlentifikasi tersebut, selanjutnya

akan dipilih berdasarkan urutan prioritasnya unLuk cliterrfukal sebagai

fokus utama obyel< auclit yang disebut area kunci. Ur1tuk menenfukan

urutetn prioritas area potensial yang akan clipilih, digunakal suatu

pendekatan faktor-faktor pernilihan (selection fnctors). Faktor-faktor
pemilihan tersebut terdiri dari ernpat faktor utama yang terdiri clari:

a. Risiko terhadap manajemen, yaitu risiko yang dihaciapi olel.r

manajemen atas tidak tercapainya aspek 3E (Ekonorni, Efisielsi dan

Efekrivitas);

b. signifikansi suatu program, yaihr penilaiar-r apakah suatu kegiatan

dalam suatu area audit secara komparatif mempunyai pe,garuh ya,g
besar terhadap kegiata.r lainnya clalam obyel< audit secara

keseluruhan;

c. Dampak audit, yaitu pengaruh hasil auclit terhadap perbaikan atas

area yang diperiksa; clar-r

d. Auditabilitas, yaitu berl-rubungan dengan kemampuan tim auditor

untuk melilksanakan audit sesuai standal. Dalam mempertinrbangkar-r

auditabilitas, auditor juga perlu mempertimbarrgkan risiko auclit.
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Semakir"r tinggi risiko audit, nraka auditabilitasnya akan semakin

rerrdah.

L)engan menggunakan faktor-faktor pemilihan tersebut, auditor

melakukan pembobotan atas masing-n'rasing area potensial yang akan

cliaudit untuk menentukan urutan prioritas yang akan dipilih sebagai area

kunci. Berdar;arkan hasil atas urutan prioritas yang telah dianalisis,

;ruditor menentrrkan area kunci yang akan rnenjadi fokus dalam

pelaksanaan auciit kinerja.

18 T'ujuan penentuan arrea kunci adalah :

a. Memahami area-area kunci yang memiliki risiko tinggi untuk diperiksa;

b. Menentukan urutan prioritas area l<unci yang akan dipilih dengan

menggunakan pendekatan faktor-faktor pemilil'ran yarlg tercliri atas :

1) Risiko rnanajemen,

2) Signifikansi,

3) Dampak audit, darr

4) Auditabilitas.

19 Dalam menentukan area kunci, khususnya pada saat mempertimbangkan

risiko nternajernen, auditor dapat mempertimbangkan kualitas Sistem

Pengendaliau lntern Pemerintah (SPIP) entitas/program./kegiatan yang

cliperiksa. Hal ini dikarenakan perrgendalian yang lemah atas suatu

entitas/progranr/kegiatan akan mengakibatkan tujuan

entitas/program/kegiatan (meliputi efektivitas, efisiensi, atau ekonomi)

sernakin sulit tercapai.

20 Setsuai Perahtran Pemerintah Ilepublik Indonesia Nomor 60 Tatrun 2008

tentang Sistern Pengendaliern Intern Pemerintah, SPIP ter<liri atas lima

komponen yang saling terkait, yaihr:

a. Lingkungan pengendalian

b. Peniiaiarr risiko

c. Kegiatan pengendalian

d. Informasi dan komunikasi

e. Pemantauan pengendalian intem.
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27 Dalam rnenilai sistem pengenclalieur intern, auclitor tidak harus

menanyakan seluluh pertanyaan yang ada clalam kuesioner, auditor dapat

melakukarr modifikasi kuesionel dengan menggunakan pertimbangan

profesionalnya untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang

paling sesuzti dengan kebutuhan audit suatu entitas/program/kegiatan.

Daftar pertanyaan yarrg dapat membantu auditor untu.k memal-rami SPI

entitas dapat dilihat pada Larr-rpiran III.3.

22. Irrput yang cliperlukan dalam kegiatan penenhran arera kunci dapat berupa :

a. Hasil kegiatan pemahatnan entitas dan pengidentifikasian rnasalah;

b. Hasil diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit

entitas;

c. Hasil diskusi dengan pimpinan/manajemen satuan kerja auditor;

d. Flasil watvancara, observasi, clan metoclologi pengun-rpulan data

lainnya yang digunakan oleh auditor dalam mengumpulkan clata da1

informasi dalam tahap perencanaan audit ini.

23 Langkah-langkah penentuan area kunci meliputi :

a. Menentukau area-area potensial yang dapat diperiksa. Berdasarkan

output clari tahap identilikasi masalah telah teridentifikasi beberapa

permasalahan utarna yang aclar pada entitas. permasalahan-

permasalahan tersebut kemudian diklasifikasikan ke clalam beberapa

alL'a potensial )rang akan dijadikan area audit. Area-area tersebut

adalah area yang dianggap signifikan terhadap keseluruhan program

yang alcan diperiksa.

b. Membuat urutan prioritas atas beberapa area yang telah ditentukan

berdasarkan faktor-faktor pemilihan. T'idak semua area potensial yang

telah clitetapkau sebelumnya akan ditindaklanjuti clalam audit terinci.

Art'a-area telsebut akan dirarrkir-rg dengan meltggunakan faktor-faktor.

pemilihan, yaitu faktor risiko manajemen, signifikansi, dampak audit,

clan auditabili.tas. Auditor dapat melakukan pembobotan berdasarkan

pertimbangan profesionalnya (professional jutlgnrcnt). Pembobotan

dilakukarr dengan lnellggunakan matriks pembobotan clengan skor

tr:rhadap faktor-faktor pemilihan sebagai berikut :
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1) Bobot 1 untuk nilai yang rendah;

2) Bobot 2 untuk nilai sedang;

3) Bobot 3 untuk nilai tinggi. Berdasarkan hasil pembobotan tersebut,

auditor dapat menyusun urutan prioritas dari masing-masing area

potensial.

c. N{enentukan area kunci berdasarkan urutan prioritas yang telah dibuat.

Auditor clapat rnemilih satu atau beberapa area potensial menjadi area

kunci berdasarkan urutan plioritasnya dengarr memperhatikan faktor

ketersediaan sumtrer daya, seperti jumlah auditor, wakfu, anggaran,

dan kesiapan auditor.

24 Output dari kegiatan penilaian terhadap area potensial adalah

teridentifikasikannya area kunci yang menjadi fokus audit.

25 Format KKP kegiatan peneutuan area kunci dapat dibaca pada Lampiran

IIl.4 dan III.5.

E. Penentuan'Iujuan dan Lingkup Audit

26 Tujuan audit kinerja harus bisa didefinisikan secara tepat, sehingga dapat

dihinclari pelaksanaan prosedur audit yang tidak perlu.

lvlanfaat penentuan tujuan dan lingkup audit adalah :

a. Membantu mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan diperiksa

dan akan dilaporkan;

b. Membantu memfokuskan kegiatan pengumpulan bukti audit;

c. Merryiapkan parameter atau ukuran pembatasan auditor seperti

periode yang akan diperiksa atau lokasi audit lapangan yang akan

dipilih;

d. Mempernrudah tirn auditor dalam mengambil kesirnpulan pada akhir

audit.

27 Input yang diperlukan dalam tahap ini adalah:

a. output dari kegiatan pemahaman entitas dan pengidentifikasian

rrrasalah;

b. output dari kegiatan penentuall area kunci.

28 Langkah-langkah yang diperlukan dalam menentukan tujuan dan lingkup

audit adalah sebagai berikut:
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il. Menentul<an f,ujuan audit

Tujualr audit terk;rit erat dengan alasan dilakukannya suatu audit.

T'ujuan audit harus beuar-benar dipertimbangkan clan dir-ryatakal

secara jelas. Isi dari hrjuan audit harus bisa mengungkapkan hal yar-rg

ir-rgin dicapai dari audit tersebut. Dalam menentukan tujuan audit

kineria, auditor dapat rnemilih untuk memeliksa: salah satu aspek saja

(1E) misalnya menilai aspek ekonomi, atau efisiensi atau efektivitas;

kombinasi dua aspek (2E) rnisalnya menilai aspek ekonomi dan efisiensi

atau efisierrsi clan efektivitas; dan seluruh aspek (3E) ekonomi, efisiensi

dan efektivitas.

Dalam mernformulasikan hrjuan audit tersebut, auditor dapat membuat

berbagai rnacarn pertanyaan audit terl-radap organisasi /program
/ke'giatan / fur-rgsi publik )/ang hendak diperiksa. Auditor herrdaknya

menentukan tujuan audit clengan berdasar pada informasi yang

diperoleh cian keahlian serta pengalaman yang dimiliki.

b. Menentukan lingkup audit

Yang dimaksuclkan clengan lingkup di sini adalah:

l) Luas sasalan audit yang akan clilakukan;

2) Permasalaharr yang akan diperiksa, yaitu masalah ekonomis,

efisiensi, dan efektivitas; auditor dapat menggunakan satu kriteria

permasalahan, atau dua kriteria, atau ketiga-tiganya sesuai dengan

permasalahan yang ada di lapangan;

3) Waktu yang diperlukan clalam audit dan besalnya sampel yalg akal
diambil.

Langkah-langkair dalam penentuan tingkup audiI aclalah sebagai

ber:ikut:

1) Tentukan tringkup audit atas dasar irrformasi yang cliperoleh pacla

audit sebelumnya.

2) Lakukan perubahan d;llam lingkup audit apabila inforrnasi yang

diperoleh clalarn pelaksanaan audit mengharuskan demikian.
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3) Apabila perintah (rnandat) auclit kinerja menentukan lingkup audit
secara luas, lakukan pe'rtirnbangan profesional untuk merincinya

secara lebih khusus (spesifik).

?-9 Output clar:i tahap ir-ri adalah sebagai ber:ikut:

1) Tujuan auclit

2) Lingkup audit meliputi: (1) area kunci (Fungsi, kegiatal, unit
organisasi, dli); (2) periode waktu yang akan diperiksa; dan (3) aspek

kinerja yang diperiksa (3E,2E, atau 1E).

30 Sieluruh pengkajian auditor mengenai tahap penentuan turjuan dan lilgkup
audit cli tingkat entitas harus didokumentasikan. Format KKp kegiata.
menentukan tujuan dan lingkup audit dapat dibaca pacla Ltrmpiran III.6.

F. Penentuan I(riteria Audit

31 Kriteria adalah standal-standar kinerja yang rnasuk akal dan bisa dicapai

untuk menilai aspek ekonorni, efisiensi, dan efektivitas clari kegiatan yang
dilaksanakan oleh auditan yang cliauciit. I(riteria mencerminkal suatu

model pengendalian yang bersifat normatif mengenai hal-hal yang sedalg
direviu. Kriteria rrlerepresentasikan praktik-praktik yang baik, yaitu suatu
haraparr varlg masuk akar me.genai "apa yang serrarusnya,,.

Perbarrdingan k'riteria dengan konclisi akhral akan menghasilkal temuan

audit. Jika kondisi memenuhi atau rnelebihi kriteria, hal ini
mengindikasikan bahwa auditan telah melaksanakan praktik terbaik.
Sebaliknya, jika kondisi tidak tnemenuhi kriteria, hal ini n"rengindikasikan

perlunya tindakan per:bailian

32 I(riteria diperlukarr sebagai d;rsar pembancling apakah praktik-praktik yang
ciilaksa.aka, telah mencapai standar ki.erja yang sehar"usnya.

Tujuan Penetapan leiteria Auclit adalah untuk:

(l) Memberikan dasar yang baik sebagai alat komunikasi dalam tim auciit

dan dengan manajemen Aplp mengenai sifat audit;

(2) Memberikan dasar yang baik sebagai alat komunikasi clengan audital
yang cliaudit sehingga diharapkan auclitan akan lebih urudah

menerima temuan dan rekomendasi yang akan diberikan;
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(i) Menghubungkan bujuan audit dengan program audit yang

clilaksanakan selama tahap pelaksanaan auclit;

(4) Memberikan dasar pada tahap pengumpulan data dan penyusunan

prosednr audit; dan

(5) Memberikan clasar dalarn menyusLtn temuan audit.

33 lnpttt yang dapat digunakan urrtuk rnenentukan kriteria antara lairr sebagai

berikut.

1) Output dar:i kegiatan perencanan sebelumnya, antara lain:

a. Gambaran umun'r dari auditanf program/kegiatan yang diaudit

yang antara lain meliputi inptrt, proses, orrtput, dan outconrc;

b. I{asil reviu peraturan pelundang-undangan yang meliputi

kewena.ngan, rnaksud dan tujuarr, dan strukfur organisasi; dan

(-'. h'rformasi mengenai faktor-faktor yang mernengaruhi kinerja

auclitan.

2) Kriter"ia yang diperoleh dari auditan terkait, antara lain rnemuat

pengendalian, standar, ukuran, hasil, target, dan komitmen yaug

ditetapkan oleh auditan tersebut atau oleh lembaga legislatif.

3) I('iteria yang diperoleh dari lcir-rerja historis auditan yang diaudit.

4) l?raktik terbaik (best practice) yang diperoleh dari kegiatan serupa yang

telah berhasil,

5) Standar yang ciitetapkan oleh organisasi profesional dengan melalui

proses yang baku (due process) dan berterima umum. Proses yang baku

artirrya kriteria tersebut merupakan hasil konsultasi dan telah diuji,

sel"rirrgga diterima oleh pihak-pihak berwenang/berkepentingan dan

telalr mencerminkern hasil kesepakatan profesional"

6) Indikator-itrdikator kinerja yang dirancang oleh auditan yang diaudit

atatt oleh pemerintah, n'risalnya indikator yang tercantum dalam

I{PJlv'lD, Renstra, atau RI(A.

7) Informasi dan ilmu pengetahuan yang telah dibakukern.

B) Kriteria yang digunakan dalam kegiaLan audit serupa atau oleh

I-embaga Pengawasan lain.

2t



9) Hasil identifikasi atas tujuan atau sasaran dari program/kegiatan

auditan

10) Hasil identifikasi tt'en kinerja rata-rata atau optimal yang telal-r tlicapai.

11) Flasil pembandingatt antara aktivitas prograrn yang masih berlangsung

dengan aktivitas program yang sama yang telah dilalui.

12) Harapan/tutrtuan konsunten atau masyarakat, yang dapat diperolel-r

dari rnedia n"rassa atau pengacluan masyarakat.

13) Literahrr laitrnl'a.

34 Sunilter peloletran informasi tentang kriteria:

1) Terraga ahli;

2) Laporan audit periode sebelumnya;

3) Laporan kinerja auditan periode sebelurmrya.;

4) Dokumen arlggaran, seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran

Pemerintah (RKAP);

5) Laporan kinerja dari program lain yang sejenis;

6) I-aporan hasil studi kelayakan dan rencana yang te:lah clisetujui;

7) Jurnal ilrniah, internet, buku teks; dan

B) I-lasil kuesioner, wawancara, observasi, clan metodologi

pengumprrlan data laimrya dengan auditan yang akan diaudit.

35 Tidak sernua input yang terdaftar harus diperoleh auditor, tergantur-rg dari
peltimbangan profesional auditor cialam menentukan sumber kriteria yalg
dibuhrhkan untuk menjawab tujuan auclit.

36 Langkal-r-langkah yang harus ditempul-r clalam menentr-rkan kriteria clapat

clirinci sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi apakah auclitan telah rnemiliki kriteria yang clapat

digunakan unbuk mengukur kine{a prograrn/ kegiatan yarlg

clilaksanakan;

2) Menguji apakah kriteria yang dimiliki auditan relevan ciengan tujuan

auriit dan memenuhi karal<teristik kriteria yang baik sebagai berikut.

a. Ar-rdal: apabila kriteria tersebut digunakan oleh auditor lain untuk

masalah yang sama, mal<a kriteria tersebut harus bisa rnemberikan

simpulan yang sama 
22



b. Objektif: kriteria bebas dari bias baik dari sisi auditor lnaupun auditan

yang diaudit.

c. Bennanfaat: kriteria dapat menghasilkan temuan dan sin'rpulan audit

yang nemenuhi keinginan para pengguna informasi.

d. Dapat clirnengerti: kriteria ditetapkan secara jelas dan bebas dari

perbedaan interpretasi.

e. Dapat diperbandingkan: kriteria tersebut bersifat konsisteu apabila

digur-rakan c-lalam audit kinerja atas auditan atau kegiatan-kegiatan

yang serupa atau apabila digunakan clalam auclit kinerja sebelumnya

atas auditan yang sailta.

f. Lengkap: kriteria yang lengkap mengactr kepada penggunaan seluruh

kriteria yang signifikan dalam menilai kinerja.

g. Dapat diterirna: kriteria clapat diterima oleh auditan )/ang diaudit,

lembaga legislatif, media, dan masyarakat umum. Semakin tinggi

tingkat "dapat diterirna" semakin efektif audit kinerja yang

dilaksanakan.

h. Relevan: kriteria clapat rnemberikan kontribusi dalam proses

pelaksanaan auclit terkait clengan pembuatan simpulan yang sesuai

dengan tujuan audit.

3) Mengembangkan kriteria audit sendiri atau dari hasil pengujian, apabila

kriteria yang ada ternyata tidak relevan dengan tujuan audit dan belum

rnemenuhi karakteristik kriteria.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh auditor dalam

rnengembanglcan kriterianya sendiri adalah:

a. Mempelajari sumber'-sumber kriteria dalam rangka pengidentifikasian

kriteria yarrg relevan dan memadai.

b. Melakukan studi artau observasi atas operasional auclitan. Misalnya,

dengarr rnelakukan analisis tren kinerja tahurr-tahun sebelumnya dan

meltrkukan perbandingarr kinerja auditan yang diaudit dengan

organisasi lain yang mirip (enis organisasi maupun ukuramya) atau

c1 isebu t h e n ch rrLarkin g.

23



c. Mengkomunikasikan hasil pengembangan kriteria tersebut dengan

pihak berwenang dari aruditan yang diaudit.

Untuk mengembangkan kriteria sencliri, beberapa pendekatan yang

dapat dilal<ukan olel'r ;ruditor adalah:

a. auditor memvisualisasikan beberapa segnlen kegiatan rnenjadi suatu

tugas; sel;iap penugasan umumnya melalui beberapa tahap, seperti

sfudi kelayakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, operasi, dan

evaluasi;

b. auditor mencari kriteria dengarr mempelajari kebijakan dan prosedur

organisasi; contoh: dalarn mengaudit rumah sakit, waktu tunggu

pasien dalerm mernpeloleh tempat tidur sebelunl operasi besar dapat

clijadikan kriteria untuk mengukur efisiensi.

c. Jika prosedur ticlak dapat dijadikan dasar, auditor harus mencari dan

mengaclaptasikan proseclur organisasi sejenis untuk dijadikan kriteria;

d. auclitor clapat merrggunakan kriteria atas ekspektasi pengguna

layanan. Flal ini dapat dilakukan derngan menggunakan kuesioner.

I(uesioner ini menanyakan responden mengenai tingkat ekspektasi

kinerja auditan yang diaudit. Contoh: pada audit rumah sakit, auditor

menernukan waktu tunggu pasien sebelum dirawat. Auditor dapat

n"rewawalrcarai pasien dan rnenc'mukan tratas waktu hrnggu yang

layak mr:nurut ekspelctasi pasien, kemudian mendiskusikan

ekspektasi ini dengan nranajemen rumah sakit dan kemudian

manajernen setuju atas waktu hlnggu yang disepakati.

4) Komunikasikan kriteria yang akan dipakai kepada'auditan sebelum

auclit dilaksanakan tmtuk mendapatkan kesepakatan bersama (auditor

dan nranajemerr auditan) mengenai dasar pengukuran kinerja yar-rg

digunakan clalam ar"rdit atas obyek yang diaudit. Hal ini dilakukan agar

diperoleh kesepakatan antara auditan yang diatrdit dengan auditor,

sehingga nantinya tidak ada penolakan terlladap hasil audit.

Jika tidak tercapai kesepakatan antara auclitor dan auditan yang diaudit

mengenai kriteria yang telah dikernbangkern, maka auditor harus
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melakukan analisis darr diskusi lebih lanjut sampai diperoleh kriteria

yang disepakati kedua belah pihak.

5) Menerapkan kriteria yang telah ditetapkan dalam audit'

37 Otttprrt yang dihasilkan <lari kegiatan "Menentukan l(riteria Audit" adalah

st;rndar yang al<an cligunakan sebagai pernbanding terhadap praktik-

plaktik yang berjalan meliPuti:

1) kelompol< kriteria (ekonorni, efisiensi, atau efektivitas);

2) Jelis kriteria (rinciarr kriteria yang terdapat clalam. utasing masing

kelomPok).

3) Penjelasan (rleskripsi ringl<as setiap jenis kriteria)

4) Satuan pengukuran (misalkan kilometetf iam, orang/hari)

5) Sumber data (cleskripsi tentang dari rrrana data diperoieh)

6) Standar ukuran kinerja (menjelaskan standar yang digunakan dan

artinya).

7) Tanggapan auditan (sepakat atau tidak sepakat)'

38 Seluruh pengkajiarr auditor mengenai tahap penetapan kriteria audit

cltingkat auditan harus diclokumentasikan. Tim c{apat mengembangkan

suatu template yang merrbantu perrdefinisian penetapan kriteria audit.

Secara keseluruhan pendokumentasian dapat dijadikan sebagai Ki(A.

G. Penyusunan Program l(eria Audit

39 Prggram l(eria Audit erdalah pedoman dalam tahap pelaksanaan audit.

Progranr kerja audit berisi tujuan trudit darr prosedur yang harus dilakukan

untuk mencapai tujuau audit. Program Kerja Audit juga menjabarkan

pr.osedul terinci untuk efektivitas biaya pengumpulan data pada

pelaksanaan audit.

40 'Iujuan utama penyusunarl Program Kelia Audit adalah:

1) Mernberikan bukti perencanaan yang tepat clari pekerjaan yang harus

dilakukan oleh auditor;

2) Meurberikan pedoman/petunjuk bagi anggota tim yang belum

berPengalaman;

3) Memberikan clasar untuk folmat I(KA auditor dan bukti pekerjaan

yang telal-r dilakukan tiap auditor; 
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4) N{embantu dalam pengumpulan bukti yang cukup, dapat

diandalkan, dan relevan untuk menjawab tujuan audit.

5) Memudahkan supervisi clan reviu; dan

47 Penyusunan program kerja berkaitan langsung dengan waktu penugasan.

Jangka waktrl penugasan disesuaikan dengan kebutrrhan waktu audit.

I(ebutuhan waktu audit didapatkan dari jumlah hari yang dibutuhkan

untuk melaksanakan seluruh prosedur audit dalarn program kerja audit

dengan sumber daya manusia yang tersedia.

Program kerja merupakan panduan bagi tim auditor untuk dapat

memberikan lcesimpularr mengenai 3 aspek yaitu keekonomisan, efisiensi,

dar"r efektivitas program/kegiatan pada laporan. Setelah langkah-langkah

kerja dan prosedur selesai dilaksanakan, program kerja ini dimutakhirkan

dengan realisasi pelaksanaannya. Program kerja yang telah berisi realisasi

pelaksanaan audit diarsipkan dalam dokumerr kertas kerja.

42 Di dalarn program kerja audit dituangkan l'ral-hal sebagai berikut.

a. Dasar audit

Auditor memasukkan ketenfuan perundang-undangan yang menjadi

matrdat bagi APIP Inspektorat Kabupaten trurbalingga dalam

melaksanakan audit.

b. Organisasif Prcgram/kegiatan yang diaudit

Diisi dengan entitas yang akan diaudit, pengertian entitas di sini dapat

berupa organisasi / pr o gr an / kegiatar"r yang kinerjarrva akarr clia udit.

c. Tahun anggaran yang diaudit

Bagian dari penjabaran lingkup audit yang akan memasukkan

periode/tahun anggaran yang akan diaudit. secara umum, periode yang

dipilih adalah hanya untuk satu periode tahun anggaran. Namun

demikian, dimungkinkan juga untuk pelaksanaan auclit atas periode

yang lebil"r dari satu tahun jika pada audit atas keseluruhan pelaksanaan

program yang memakan waktu lebih dari satu tahun.

d. Identitas dan clata umum yang diaudit

Data umum clari organisasi/prograrn/kegiatan yang akan diaudit yang

clidapat selama proses pemahaman atas entitas. 
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e. Alasan audit

Diisi dengan alasan auclit yang bisa berasal dari hasil analisis perolehan

clata dan informasi awal maupun yang berasal output penentuan area

kunci yang akan diaudit'

f. Jenis audit

Diisi dengan Audit Kinerja.

g. Tujuan Audit

Tujuan auclit umurl yang didapat atau ditentukan selama pelaksanaan

proses Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit'

h. Sasaran Audit

Tujuan auclit secara rinci (area kunci) yang rnenjabarkan apa yang telah

clitentukan dalam tujuan audit umum.

i. Metodologi audit

Diisi dengan metodologi atau cara serta pendekatan audit yang akan

ditempuh dalam menjalankan penugasan audit kinerja.

j. Kriteria audit

Diisi dengan lcriteria audit yar^rg akan dipakai dalam audit.

k. Langkah atau prosedur audit

Lalgkah atau prosedur audit yang dibuat dengan tuiuan memberikan

petunjuk kepada para auditor agar dapat mencapai tujuan audit yang

telah ditetapkan. Langkah atau prosedur audit sebaiknya dibuat

nenurut sasaran audit (area kunci) yang telah ditetapkan agar nantinya

secara keseluruhan hasil auclit dapat menjawab atau mencapai tujuan

audit.

43 Berclasarkan program kerja audit yang ditetapkan oleh pimpinan APIP,

ketua tim audit membuat pernbagian tugas kepada anggota tirn.
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BAts IV

PELAI(SANAAN AUDIT I(INERJA

A. Tujuan Pelaksanaan Audit Kineria

01 Tujuan pelaksanaan audit adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup,

kompeten, dan relevan, sehingga auditor dapat:

1) Menilai apakah kinerja auditan yang diaudit sesuai dengan kriteria atau

tidak;

2) Menyimpulkan apakah hrjuan-tujuan audit tercapai atau tidak;

3) Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki

kinerja auditan yang diauclit; dan

4) Mendukung simpulan, ternuan, dan rekomendasi auclit.

02 Sebelum pelaksanaan audit (field ruork), sesuai dengan surat tugasnya, tim

audit melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan auditan.

Adapurr tujuan pembicaraan pendahulueu"r dengan pihak auditan antara

lain aclalah:

1) Memungkinkan auditor unhrk bertemu dengan staf kunci auditap

2) Menginformasikan kegiatan/program dan area yang akan

diauclit, tujuan audit, lingkup audit, jangka waktu audit, dan kriteria

audit;

3) Meminta auditan untuk menunjuk pegawainya sebagai petugas

penghubung antara tim audit clengan pihak auditan;

4) Mernastikan auditan mernahami proses audit;

Hasil pembicaraan pendahuluan dibuatkan notulensinya.

B. Kegiatan dalarn Pelaksanaan Audit Kineria

03 Kegiatan utama clalam pelaksanaan audit (field zoork) adalah

1) Pengumpulan bukti audit

2) Pengembangan temuan audit

3) Membuat Simpulan dan rekomendasi audit

4) Pembahasan hasil audit sernentara

ii) Menyusun Kertas Kerja Audit
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C. Pengumpulan Bukti Auclit

04 Untuk memudahkan pemahaman dalam pelaksanaan audit kinerja terlebih

dahulu perlu dibedakarr antara : data, informasi, dan bukti audit.

Istilah-istilah tersebut rnemiliki pengertian sebagai berikut:

1) Data aclalah l<umpulan bahan keterangan yang dapat berwujud angka

clan tidak berwujud angka.

2) Inforrnasi adalah data yang sudall diolah.

3) Bukti audit adalah semua inlormasi yang dikumpulkan dan

digunakan oleh auditor untuk mendukung temuan audit.

05 Jenis bukti dan metode pengumpulan datanya, yang dapat digambarkan

sebagai berikut:

Jenis 13r.rkti Ivletode Pengumpulan Data

Bukti fisik
. Observasi(pengamatan)langsung
. Menreriksa benda (inspection obiects)

Bukti testimony Interviu
Kuesioner
Fokusgrup
Kelompokreferensia

Bukti dokumen Auditberkas
Auditdokumen
Penelitiansekunder
Studiliteratur
Ivlenggunakan da tasta tis tik
Menq gunakan tlatnb nse v anqa da

Bukti analitis
o Bukti analitis dibangun oleh auditor, dengan

merlggunakan berbagai jenis data,
, Auditor dapat menggunakan metode

pengumpulan clata yang tercanhlm di atas
atau kombinasi dari mereka

06 Analisis Bukti

Untuk memahami dan rnenjelaskan apa yang diamati, auditor dapat

menggullakan beberapa jenis analisis, nrisalnya dalam bentuk analisis

statistik yang lebih rinci, diskusi tentang temuan audit, studi dokumentasi

clan kertas kerja. Bukti-bukti yang diperoleh perlu diolah dan dianalisis.

Dalam menganalisis bukti harus mengacu pada rancangan audit yang

telal'r disusun clalam perencanaan audit.

Berrlasarkan bukti audit yang telai'r diuji auditor dapat :

29



1) Mengembangkan hasil analisis untuk menilai apakah kinerja
kegiatan/plogram/entitas yang diaudit telah sesuai dengan kriteria
yang telah ditetapkan.

2) Mengumpulkan hasil analisis dan membandingkan dengan tujuan
audit.

3) Mengidentifikasi kemungkinan untuk per.baikan kinerja
ke gi tan/ progranr/ entitas.

4) Memanfaatkan hasil analisis bukti audit untuk mendukung simpulan
dan rekomendasiauclit.

Langkah-la.gkah yang diperlukan dalam kegiata. rnenganarisis bukti
audit adalah sebagai berikut.

1) Dalam menguji bukti audit, auditor ctapat menggunakan teknik_teknik
pengujian, antara lairr wawancarar; inspeksi; konfirmasi; reviu alalitis
(rasio, hen, pola); sampling; bagan arus, dan anarisis (anarisis regresi,

simulasi da, modellirrg, anarisis nruatan data kuaritatifl.
2) f)alam menentukan penggunaan suatu teknik pengujiarr bukti, maka

auditor perl, mempertimbangka, faktor-faktor sebagai berikut : a).
jenis dan sumber bukti yang diuji; dan b). waktu dar.r biaya yang
diperlukan untuk menguji bukti.

3) Auditor membandingka. hasil pengujian bukti-bukti audit denga.
kriteria audit.

4) Jika terdapat perbeclaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria,
maka auditor perlu mengidentifikasi sebab dan akibat dari perbeclaan
tersebut.

5) Dalam me,gidentifikasi sebab akibat, maka auditor bisa menggunaka,
rnodel analisis sebab-akibat sebagai alat analisis.
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l. F-ormat Kertas Kerja Pemahaman Obyek Arrdit

Sasaran Arrdit : Audit I(inerja atas .."....... No. KKA
Dibuat oleh
Direviu oleh
Disetujui
oleh

Feriode Audit : Tahun Anggaran

CONTOII

KERTAS KEITJA PtrMAI{AMAN OBYEK AUDIT

Tujuan dari kegiatan pada tahap ini adalah agar auditor dapat memperoleh pemaharnan atas

Auditan yang diaudit yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan tahap
perenQanaarl seJanjutnya. Audito-r dapat menggtltbangkan point-point yang ada dalam
template KKA sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Hasil penelaahan dokumen dan wawancara dengan manajemen:

L Visi dan Misi Auditan

2. Tujuan Auditan

3. 'Iugas pokok dan fungsi Auditan

4. Dasar hukum dan peraturan yang memengaruhi pelaksanaan program atau fungsi
pel ayanan publik auditan



5. Sasaran dari prograrn/kegiatan auditan

6. Strr-rktur organisasi auditan

7 . lnput, prcses. output, dan outconte dari auditan yang diaudit

8. Anggaran yang dikelola auclitan

9. Key Performance Indicator yang digunakan oleh auditan dalam menilai kinerja

10. llingkasan hasil reviu atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tupoksi
aud itar.r



ll Ringkasan program kegiatan yang ditetapkan dalam tahun berjalan



il. llormat Kertas Kerja Pengidentifikasian Masalah

Sasaran Audit : Audit Kinerja atas
Periode Audit : 'fahun Anggaran

No. KKA
Dibuat oleh
Direviu oleh
Disetujui
oleh

CONTOII
KERTAS KERJA PENGIDENT'IFIKASIAN MASALAH

Tujuan dari kegiatan pada tahap ini adalah agar auditor d'apat mengidentitikasi permasalahan
yang ada pada auditan sebagai dasar pertirnbangan pelaksanaan tahap perencanaan
selanjutnya. Hasil wawanca.ra dengan manajemen, pemahaman auditan, dan isu yang
berkernbang di rnedia rlassa:

Permasalahan Sumber InformasiNu. i

I

I



IIL Format Pemahaman liistem Pengendalian Internal Dengan Menggunakan spl?

Sasaran Audit
Periode Audit

Audit Kincrja atas .............
'fahun Anggaran

No. KKA
Dibuat oleh
Direviu olelr
Disetujui oleh

PEMAHAMAN SISTEM PENGE,NDALIAN INTERNAL
DENGAN MENGGUNAKAN SPIP

No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
1 l-ingkungan Pengendalian

a. lntegritas dan Nilai Etika

b

(1) Apakah jajaran pimpinan entitas memiliki komitmen terhadap
integritas dan nilai etika?

(2) Apakah entitas memiliki kode etik yang bersifat komprehensif?
(3) Apakah kode etik tersebut secara periodik disosialisasikan pada

seluruh personil?
(4) Apakah para personil memahami tindakan yang etis/ticlaketis?
(5) Apakah para personil mengetahui apa yang harus dilakukan dalam

menyikapi penyimpangan?
(6) Apabila tidak ada kode etik tertulis, apakah budaya manajemen

(misalnya melalui komunikasi lisan pada saat rapat, bertatap muka,
atau contoh dalam kegiatan sehari-hari) dapat mendorong terciptanya
integritas dan perilaku bermoral?

(7) Apakah pihak pimpinan entitas mampu memberi contoh yang baik
sesuai kode etik?

(8) Apakah hubungan keseharian internal dan eksternal entitas
didasarkan atas prinsip kejujuran dan kewajaran?

(9) Apakah pimpinan entitas memberikan respons yang memadai
terhadap pelanggaran kode etik?

(10) Apakah tindakan disiplin terhadap pelanggaran dikomunikasikan
secara luas sehingga menimbulkan dampak menjerakan (deterrent
effect)?

(11) Apakah manajemen telah memiliki aturan yang jelas (kapan, siapa,
dan dalam hal apa) mengenai kemungkinan pengambiian

, kebijaksanaan yang menyimpang dari ketentuan yang Uerlaku?
(12) Apakah kebijaksanaan tersebut didokumentasikan- dan dijelaskan

secara rnemadai?
(13) Apakah penyimpangan dari ketentuan yang ada telah diselidiki?
(14) Apakah penyimpangan dari ketenluan yang ada telah

didokumentasikan?

Komitmen terhadap Kompetensi
(1) Apakah telah terdapal job descipffon yang menjelaskan tugas suatu

pekerjaan/posisi tertentu sesuai kebutuhan entitas?
(2) Apakah manajemen entitas telah melakukan analisis, baik formal

maupun informal, mengenai jenis peker.iaan dan perlu/tidaknya
supervisi atau pelatihan?

(3) Apakah terdapat ketentuan mengenai tingkat kompetensi
(pengetahuan dan keahlian) yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan
tertentu?

(4) Apakah ada bukti yang dapat meyakinkan bahwa seorang personil
telah ditempatkan sesuai keahlian dan pengetahuan yang
dibutuhkan?

t
I



No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan

c. Gaya operasi dan filosofi manajemen
(1) Apakah manajemen entitas menerapkan prinsipkehati-hatian?
(2) Apakah manajemen entitas hanya akan bertindak setelah melalui

analisis mendalam lerhadap risiko dan kemungkinan manfaat yang
diperoleh?

(3) Apakah terdapat perputaran personil (masuk-keluar) yang tinggi pada
fungsi utama entitas, misalnya, bagian operasional, akuntansi,
pengolahan data, dan pemeriksaan intern?

(4) Apakah pola perputaran personil tersebut telah dibuat secara
konsisten?

(5) Apakah perputaran personil kunci dalam suatu fungsi dilakukan tanpa
perencanaan terlebih dahulu?

(6) Apakah marrajemen memandang penting fungsi pengolahan data,
fungsi akuntansi, keandalan laporan keuangan, dan perlindungan
terhadap kekayaan entitas?

(7) Apakah fungsi akuntansi dipandang hanya sebagai unit pencatat atau
sebagai alat untuk menguji pengendalian atas berbagai aktivitas
entitas?

(B) Apakah aset yang dimiliki entitas (termasuk aset intelektual dan
informasi) dilindungi dari akses oleh pihak yang tidak berwenang?

(9) Apakah terdapat interaksi yang sering antara pimpinan entitas dengan
rnanajemen pelaksana di daerah (baik kunjungan ke daerah,
komunikasi vra telepon, atau perlemuan di pusat)?

(10) Apakah pedemuan koordinasi antarunit pelaksana dengan
penanqgung jawab selalu dilakukan?

(1 1 ) Apakah laporan yang disampaikan oleh pegawai benar-benar
menggambarkan keadaan sebenarnya?

(12) Apakah manajemen akan bereaksi jika ada gejala praktek yang tidak
baik yang disampaikan melalui laporan?

d. Struktur Organisasi
Struktur organisasi tidak boleh terlalu sederhana sehingga pemantauan
terhadap kegiatan entitas tidak akan memadai dan tidak boleh pula terlalu
kompleks karena dapat mengganggu kelancaran arus infonnasi.
(1) Apakah jajaran pimpinan entitas telah memahami sepenuhnya

tanggung jawab pengendalian yang mereka miliki?
(2) Bagaimana kelengkapan struktur organisasi yang dimiliki entitas dan

kemampuannya dalam menyediakan arus informasi yang diperlukan
untuk mengelola kegiatan operasional?

(3) Apakah struktur organisasi disentralisasi secara memadai?
(4) Apakah struktur organisasi didesentralisasikan secara memadai?
(5) Apakah struktur tersebut dapat memfasilitasi arus informasi ke atas,

ke bawah maupun kepada seluruh kegiatan?
(6) Apakah lajaran pimpinan entitas memiliki pengetahuan, pengalaman,

dan pelatihan guna pelaksanaan tugas mereka?
(7) Apakah hubungan pelapclran yang ada, baik formal maupun informal,

langsung maupun tidak langsung telah dilakukan secara efektif?
(8) Apakah hubungan pelaporan yang ada dapat menrberikan rnformasi

yang rnemadai kepada para manajer sesuai tanggung jawab dan
wewenang masing-masing?

(9) Apakah manajemen dari semua bagian entitas memiliki akses
terhadap saluran komunikasi kepada pimpinan entitas?

('10) Apakah terdapat mekanisme evaluasi sehubungan dengan perubahan
kondisi lingkungan?

(1 1 ) Apakah terdapat kemungkinan perubahan terhadap struktur
organisasi secara berkala sehubungan dengan perubahan kondisi
lingkungan?

(12) Apakah terdapat jumlah personil yang memadai, khususnya untuk
kapasitas supervisor maupun manajemen?

(13) Apakah para manajer dan supervisor memiliki waktu yang memadai
untuk menjalankan tanggung jawabnya secara efektif?

')



No. Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
e anggung Jawab dan

t

(1 ) Apakah mekanisme pembebanan suatu tanggung lawahr,pendelegasian wewenang, clan pengembangan Xebr;aian'dapat
mendukung terciptanya akuntabilitas dan pengendalian?

(2) Apakah pembebanan tanggung jawab dan pendelegasian wewenang
dihubungkan/dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi, fungs-i
operasi, tuntutan peraturan, tanggung jawab atas sistern operasi, dln
wewenang atas suatu perubahan?

(3) Apal<ah setiap personil entitas memiliki wewenang dan tanggung
jawab?

(4) Apakah pengambilan keputusan dikaitkan dengan wewenang dan
tanggung jawab?

(5) Apakah terdapat standar dan prosedur yang terkait dengan
pengendalian, termasuk loD description masing_masing pegawai?(6) Apakah 1ob description tersebut mengalur juga tanggung lawabpengendalian?

(7) Apakah telah terdapat jumlah pegawai yang memadai, khususnya
yang berkaitan dengan pengolahan data dan fungsi akuntanii,
dengan tingkat keahrian yang sesuai dikaitkan dengan besar/kecirnya
entitas, jenis, dan kompleksitas dari kegiatan dan sistem.

Kebijakan dan Praktek Sumber Daya Manusia
Lakukan pengujian bagaimana kebijakan mana,iemen dalam merekrut dan
mempertahankan pegawai yang handal guna melaksanakan rencana_
rencana entitas dalam rangka mencapai tujuan entitas.
(1) Apakah terdapat prosedur dan kebijakan tertulis dalam penggunaan,

pelatihan, promosr, dan penggajian pegawai?
12) Jika tidak ada praktek dan kebijakan tertulis, apakah mana.jemen

mengomunikasikan ekspektasi tentang orang yang akan dipekerjakan
atau berpartisipasi secara langsung dalam proses pemilihan tersebut?(3) Apakah setiap personil menyadari tanggung jawab dan ekspektasi
terhadap nrereka?

(4\ Apakah kepada personil baru diberikan pengertian tentang tanggung
lawalr dan ekspektasi terhadap mereka?

(5) Apakah para supervisor bertemu dengan para pegawai secara
berkala guna mereviu kinerja mereka?

(6) Apakah para supervrsor bertemu dengan para pegawar secara
berkala guna memberikan saran-saran untuk perbaikan?

(7) Apakah terdapal tindakan mana.jemen yang memadai untuk
merespon penyimpangan terhadap kebilakan dan prosedur yang ada?(B) Apakah para pegawai mengerti bahwa kinerja yang buruk niemiliki
dampak bagi organisasi?

(9) Apakah kebijakan personalia mengacu pada standar etika yang
memadai?

(10) Apakah nilai etika dan integritas merupakan kriteria dalam penilaian
kinerja?

(11) Apakah ada pengecekan yang memadai terhadap latar belakang
calon personil, khususrrya menyangkut aktivitas yang pernaI
dilakul<an?

(12) Apakah ada kebijakan yang mempersyaratkan dilakukakanya
penyelidikan lerhadap catatan kriminal calon personil?

(13) Apakah terdapat kriteria promosi dan teknik pengumpulan informasi
pegawai (contoh: evaluasi kinerja) dan kaitannya dengan kode etik
ataupun panduan moral lainnya?

(14) Apakah evaluasi kinerja dan pedontan etika menjadi salah satu
kriteria dalam promosi?

(15) Apakah ketentuan promosi dan kenaikan gaji dijelaskan secara rinci
sehingga setiap personil mengetahui apa yang diharapkan oleh
manalemen?



No Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan

(1) Apakah entitas memiriki pemeriksa intern dan terah ditempatkan pada
kedudukan yang tepat dalam organisasi?

\2) Apakah pemeriksa internal melakukan pemeriksaan dan reviu atas
kegiatan entitas secara independen?

(3) Apalah lingkup kegiatan pemeriksaan intern telah ditetapkan dengan
lelas?(4) Apakah lingkup kegiatan pemeriksaan intern telah dilaksanakan tepat
waktu serta pelaksanaan tugasnya dapat diandalkan?(5) Apakah pekerjaan pengawasan intern ditu,jukan untuk perbaikan
organisasr?

(6) Apakah telah ditetapkan prosedur yang mengatur tindak lan.jut atas
hasil pengawasan intern?

(7) Apakah entitas memiliki komrte audit yang mereviu pekerjaan
pemeriksaan internal?

(8) Apakah komite audit menjalin koordinasi dengan pemerrksa internal
dan pemeriksa eksternal secara baik?(9) Apakah fungsi pemeriksa internal mereviu sistem dan kegiatan
entitas?

(10) Apakah fungsi pemeriksa internal menyediakan informasi, analisis,
perkiraan, rekomerrdasi dan konsultasi kepada manajemen?

n ns

2
Penetapan Tujuan Organisasi
(1) Apakah pimpinan organisasi telah menetapkan tuluan umum

organisasr dalam bentuk visi, misi, tujuan, dan sasaran?(2) Apakah visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi tersebut sejalan
dengan program yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif?(3) Apakah visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi Grsebut cukup
spesifik

(4) Apakah visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dapat diaplikasikan
pada organisasi tersebut dan tidak pada seluruh organisasi?(5) Apakah rencana strategis mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran
organisasi?

(6) Apakah rencana strategis memperhatikan alokasi sumber daya dan
skala prioritas?

(7) Apakah rencana strategis dan anggaran didesain merarui berbagai
tingkatan pimpinan organisasi?

(8) Apakah asumsi yang dibuat daram menyusun rencana strategis dan
anggaran sudah konsisten dengan pengalaman organisasi masa
lampau dan sekarang?

Penetapan Tujuan Operasional Entilas
(1) Apakah semua aktivitas yang signifikan sudah sejalan dengan tujuan

operasional entitas?
(2) Apakah senrua aktivitas telah direviu secara periodik untuk

memastikan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut tidak menyinrpang dari
tujuan operasional cJan rencana strates,is entitas?

(3) Apakah tujuan setiap aktivitas kunci sudah ditetapkan?(!l Apakah tujuan setiap aktivitas pendukung sudah ditetapkan?(5) Apgkah tu,luan tingkat operasionar entiias sudah konsisten dengan
praktik-praktik dan kinerja yang baik di masa rampau, dan konsis'ten
dengan norma-norma bisnis dan industri yang sesuai dengan entitas?(6) Apakah sumber daya yang diperlukan untuk-mendukunglpencapaian
tujuan sudah diidentifikasikan?

(71 Jika surnber daya belum tersedia, apakah pimpinan entitas sudah
mempunyai rencana untuk memperolehnya?

(8) Apakah pimpinan entitas sudah mengidentifikasikan hat_hat yang
harus dicapai untul( mencapai tujuan operasional entitas?(9) Apakah tuJuan operasional entitas yang signifikan memperoleh
perhatian yang khusus dari pimpinan entitas dan apakah sudah ada
pemantauan kinerjanya secara reguler?

a

b

4
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Nlo Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
ldent
(1)

o

(2\

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(B)

(e)

( 10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(1 5)

(16)

(17 \

(18)

(1s)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

Apakah sudah digunakan metode penilaian risiko kualitatif untuk
menentukan urutan risiko relatif secara periodik?
Apakah sudah digunakan metode penilaian risiko kuantitatif untuk
menentukan urutan nsiko relatif secara periodik?
Apakah risiko yang diidentifikasikan, diurutkan, dianalisis, dan
diminimalisir sudah dikomunikasi kepada staf?
Apakah diskusi tentang identifikasi risiko terjadi pada tingkat pimpinan
senior entitas?
Apakah identifikasi risiko sudah diperhitungan dalam rencana jangka
pendek dan rencana strategis jangka panjang?
Apakah identifikasi risiko terjadi sebagai perlimbangan dari temuan
pemeriksaan, evaluasi, atau penilaian lainnya?
Apakah identifikasr risiko pada tingkat staf dan pimpinan yunior entitas
telah diangkat pada drskusi tingkat ptmpinan senior entitas?
Apakah entitas sudah memperhatikan risiko-risiko yang berkaitan
dengan perkemberngandan kemajuan teknologi?
Apakah sudah ada pertimbangan tentang risiko yang timbul dari
perubahan kebutuhan atau ekspektasi dari DpR?
Apakah sudah ada pertimbangan tentang risiko yang timbul dari
perubahan kebutuhan atau ekspektasi dari pejabat pemerintah?
Apakah sudah ada pertimbangan tentang risiko yang timbul dari
perubahan kebutuhan atau ekspektasi dari publik?
Apakah sudah diidentifikasikan rrsiko-risiko sebagai akibat dari
ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan baru?
Apakah sudah diperhitungkan risiko-risiko bagi entitas sebagai akibat
dari bencana alam?
Apakah sudah diperhitungkan risiko-risiko bagi entitas sebagai akibat
dari tindak kejahatan?
Apakah sudah diidentifikasikan risiko-risiko sebagai akibat dari
perubahan ekonomi?
Apakah sudah diidentifikasikan risiko-risiko sebagai akibat dari
perubahan bisnis?
Apakah sudah diidentifikasikan risiko-risiko sebagai akibat dari
perubahan politik?
Apakah sudah diidentifikasikan risiko-risiko yang terkait dengan
kontraktor alau supplier utama?
Apakah sudah diidentifikasikan risiko-risiko sebagai akibat dari
interaksi dengan entitas lainnya baik di clalam maupun di luar
lingkungan pemerintahan?
Apakah sudah dipertimbangkan risiko-risiko sebagai akibat dari
penciutan entitas?
Apakah sudah cliidentifikasikan risiko-risiko yang berkaitan dengan
proses rekayasa dan desain kembali proses operasi?
Apakah sudah dipertimbangkan risiko-risiko akibat dari terganggunya
proses sistem informasi?
Apakah sudah diidentifikasikan risiko-risiko potensial akibat dari
proses yang terdesentralisasi?
Apakah sudah diidentifikasikan risiko-risrko akibat personil yang
kurang qualified dan kurang terlatih?
Apakah sudah diidentifikasikan risiko-risiko akibat terlalu
menggantungkan diri pada beberapa kontraktor untuk hal-hal yang
kritis?
Apakah sudah diidentifikasikan risiko-risiko yang berkaitan dengan
perubahan yang mendasar dari tanggung jawab pimpinan entitas?
Apakah sudah diidentifikasikan risiko-risrko akibat akses pegawai
terhadap aset-aset yang rentan?
Apakah sudah dipertimbangkan risiko-risiko yang berkaitan dengan
SDM, seperti rencana suksesi, ketidakcukupan kompensasi dan
benefit untuk dapat tetap kompetitif dengan pegawai sektorswasta?
Apakah sudah diidentifikasikan risiko-risil<o yang berkaitan dengan

(26)

(27)

(28)

(2e)

5
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No Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
Apa kah pimpinan entita s te lah mem ris iko-risiko ya n s
be rkaita n denga n kegaga lan d m SA lalu dalam mencapai VISI mis
tujuan, da n SA sara n ata u kegagalan dala m me ny kapi keterbatasan
anggaran.

(31) Apakah sudah dipertirnbangkan risiko-risiko akibat dari betanja
program yang tidak tepat?

(32) Apakah sudah dipertimbangkan risiko-risiko al<ibat dari pelanggaran
prinsip pengendalian dana, atau ketidakpatuhan lainnya?

(33) Apakah telah diidentifikasikan risiko-risiko inherent berkaitan dengan
misi atau signifikansi dan kompleksitas dari program atau aktivitas
tertentu.

d Analisis Risiko
(1) Apakah pimpinan entitas telah menetapkan proses formal untuk

menganalisis risiko termasuk proses informal berdasarkan aktivitas
sehari-hari?

(2) Apakah telah ditetapkan kriteria dalam menetapkan tingkat risiko
renclah, sedang, dan tinggi?

(3) Apakah tingkat mana,jemen dan staf sudah terlibat dalam analisis
risiko?

(4) Apakah risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan
operasional entitas?

(5) Apakah anallsis risiko sudah termasuk perkiraansignifikansinya?
(6) Apakah analisis risiko sudah termasuk perkiraan kemungkinan dan

frekuensi terjadinya?
(7) Apakah analisis risiko sudah termasuk penentuan kategorinya,

rendah, sedang, dan tinggi?
(8) Apakah sudah ada penentuan tentang bagaimana mengelola atau

meminimalkan risiko dengan baik termasuk tindakan{ind}kan yang
harus diambil?

(9) Apakah pendekatan terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko
sudah sesuai dengan sifatentitas?

(10) Apakah pendekatan terhadap risiko sudah didesain untuk menjaga
tingkat risiko pada tingkat yang dapat ditolerir?

(11) Apakah sudah ditetapkan aktivitas pengendalian untuk mengetola
risiko tertentu pada level operasional entilas?

(12) Apakah sudah ditetapkan aktivitas pengendatian untuk
meminimalisasi risiko tertentu pada level operasional entilas?

(13) Apakah ada pemarrtauan atas implementasi atas aktivitas
pengendalian tersebut?

Mengelola Risiko akibat Perubahan
(1) Apakah sudah diperhitungkan seluruh operasional entitas yang dapat

dipengaruhi oleh perubahan?
(2) Apakah perubahan-perubahan yang rutin sudah diperlritungkan dalam

proses identifikasr risiko yang sudah baku?
(3) Apakah perubahan-perubahan yang rutin sudah diperhitungkan dalam

proses analisis risiko yang sudah baku?
(4) Apakah risiko-risiko akilrat kondisi yang berubah secara signifikan

sudah diperhilungkan sebagai risiko yang tinggi bagi entitas sdhingga
akibatnya dapat diperhitungkan dan diantisipasi?

(5) Apakah entitas telah memberikan perhatian terhadap risiko akibat
rekrutmen pegawar baru yang menempati posisi penting atau tingkat
penggantian pegawai yang tinggi?

(6) Apakah terdapat mekanisme untuk menilai risiko akibat pengenalan
sistem informasi yang baru?

(7) Apakah terdapat mekanisme untuk menilai risiko yang melibatkan
pelatihan pegawai untuk menggunakan sistem baru?

(8) Apakah pimpinan entitas sudalr memberikan pertimbangan khusus
tentang risiko akibat perturnbuhan dan ekspansi yang cepat atau
penciutan entitas?

e
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No Pemahaman SPI Ya Tidak Catatan
(9) Apaka h pimpinan entitas sudah nre pertimbangan khusus

tentang pengarurh ekspansi/penciutan daerah terhadap kemampuan
sistem dan revisi atas rencana strategis, visi, misi, tu.juan, dan sasaran
organisasi?

(10) Apakah sudah ada pe(imbangan tentang risiko akibat pengenalan
teknologi dan aplikasi baru?

(11) Apakah sudah dilakukan analisis terhadap risiko-risiko akibat produksi
jasa atau output baru?

(12) Apakah sudah dilakukan penilaian terhadap risiko akibat
pembentukan operasi di wilayah yang baru?

Aktivitas Pengendalian
a Pelaksanaan reviu oleh mana.iemen pada tingkat atas (topJevel reviews)

(1) Apakah terdapat mekanisnre reviu dari pejabat tinggi atau manajer
senior untuk mengawasi pencapaian suatu entitas terhadap rencana
yang telah dibuat?

(2) Apakah pelabat tinggi atau manajer senior mengawasi pencaparan
suatu entitas terhadap rencana yang telah dibual sesuai mekanisme
yang ada?

(3) Apakah tindak lanjut hasil reviu dilaksanakan oleh unit-unitterkait?
(4) Apakah terdapat rnekanisme reviu pada semua tingkat mana.jemen

fungsional untuk menelaah kinerja suatu aktivitas atau fungsi
terhadap rencana yang telah dibuat?

(5) Apakah mana,er yang terkait menelaah kinerja suatu aktivitas atau
fungsi terhadap rencana yang telah dibuat sesuai mekanisme yang
ada?

(6) Apakah tindak lanlut hasil reviu dilaksanakan oleh unit-unitterkait?

b. Mereviu pengelolaan SDM
(1) Apakah ekspektasi manajemen terhadap pencapaian tujuan telah

didokumentasikan kepada seluruh personil?
(2) Apakah ekspektasi manajemen terhadap pencapaian tujuan telah

dikomunikasikan kepada seluruh personil?
(3) Apakah terdapat rencana strategis mengenai pengelolaan personil?
(4) Apakah telah terdapat prosedur guna memastikan bahwa personil

yang direkrut maupun dipertahankan adalah mereka yang benar-
benar memiliki kompetensi?

(5) Apakah kepada pegawai telah diberikan orientasi, pelatihan, dan
dukungan lainnya dalam rangka menlalankan tugasnya?

(t3) Apakah sistem kompensasi telah memadai?
(7) Apakah terdapat insentif khusus yang dapat mendorong pegawai

bekerja secara maksimal?
(B) Apakah terdapat mekanisme suksesi (promosi dan mutasi) yang

jelas?

c. Mereviu pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan
kelengkapan infonnasr
(1) Apakah pembukuan semua transaksi dilakukan secara sekuensial?
(2) Apakah jumlah-,jumlah transaksi telah dicocokan dengan jumlah

pengendali?
(3) Apakah akses ke data dan dokumen lain dikendalikan?

d. Menetapkan dan memantau indikator dan ukuran kinerja
(1) Apakah indikator dan ukuran kinerja telah ditluat untuk setiap bagian

dan level dalam organisasi sampai kepada individu?
(2) Apakah terhadap indikator tersebut telah dilakukan reviu dan validasi

secara periodik?
(3) Apakah data mengenai kinerja aktual senantiasa ditandingkan dengan

tujuan yang akan dicapai?
(4) Apakah jika terdapat perbedaan antara kinerja aklual dan tujuan akan

dianalisis?

1
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tugas atau fu

Apakah kewenangan untuk mengendalikan seluruh aktivitas kunci
dipisahkan?
Apal(ah terdapat pemisahan tugas dan tanggung .jawab dalam
otorrsasi?
Apakah terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam
penyetujuan (ap prov al\?
Apakah terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam
pemrosesan?
Apakah terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam
pencatatan?
Apakah terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam
pembayaran/penerimaan uang?
Apakah terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam
pemeriksaan?
Apakah terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam fungsi
penyimpanan?
Apakah penugasan telah dilakukan dengan memerhatikan efektivitas;
mekanisme check and balance?

I Mereviu otorisasi kepada personil tertentu dalam melakukan suatu
transaksi
(1) Apakah transaksi yang diakui hanya transaksi{ransaksi yang valid

sesuai ketentuan manajemen?
(2) Apakah suatu transaksi hanya dilakukan oleh orang yang memitiki

wewenang?
(3) Apakah suatu transaksi dilakukan sesuai dengan kewenangan yang

bersangkutan?
(4) Apakah prosedur otorisasi telah dikomunikasikan kepada seluruh

pegawai (termasuk kapan otorisasi tersebut dapatdigunakan)?

S Mereviu pencatatan atas transaksi dengan menguji:
(1 ) Apakah setiap transaksi telah diklasifikasi dan dicatat secara

memadai guna mendukung pengendalian operasi dan pengambilan
keputusan?

(2) Apakah pengklasifikasian dan pencatatan tersebut telah meliputi
seluruh siklus mulai dari otorisasi, inisiasi, pemrosesan sampai
dengan klasifikasi final dalam pencatatan secara keseluruhan?

h. Mernbuat pembatasan akses dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan
catatan-catatan:
(1) Apakah terdapat pembatasan terhadap akses atas sumber daya dan

catatan?
(2) Apakah standar, prosedur, dan operasi atas pembatasan akses telah

ditetapkan?
(3) Apakah personil yang kepadanya mendapat hak akses telah

ditetapkan?

Pendokumentasian
(1) Apakah sistem pengendalian intern, semua transaksr dan kejadian

penting lainnya telah didokumenlasikan secara memadai?
(2) Apakah dokumentasi tersebut selalu tersedia untuk kepentingan

pengujian?
(3) Apakah dokumentasi terhadap transaksi maupun kegiatan penting

lainnya telah dilakukan secara lengkap dan akurat sehingga
memungkinkan dilakukannya penelusuran?

(4) Apakah dokumentasi tersebut, baik tertulis nlaupun secara elektronis,
berguna bagi proses evaluasi, analisis, dan pengendalian?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(B)

(e)

i
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kah an akLang pengu pada ivitas dalian dn alam anpenge ngkung ya ng

risasiute daSA)terkomp seru de laan npad rnya pa anng dagkah 9ujpen pa
ktivitaa S alia dn alanrpen gend kun atid kling terkomgan ngya Tekni kputerisasi.
em eriksa berbaan n anup u terkomp u unluknakan elamdapat dig kaksana n

la n ah n aksuddimgk peng ujia

,ll dan Kornunikasi
a. lnformasi

(1) Apakah informasi diidentifikasi, diperoreh, diproses, dan diraporkan
melalui suatu sistenr informasi?

(2) Apakah informasi yang relevan diperoleh baik dari sumber ekstenal
maupun dari informasi yang dikelola secara internal?(3) Apakah terdapat mekanisme untuk memperoleh informasi eksternal
(seperti kondisi pasar, perkembangan dalam biclang peraluran, dan
perubahan kondisi ekonomi)?

(4) Apakah informasi internal diidentifikasi daram kaitannya dengan
pencapaian tujuan entitas?

(5) Apakah informasi internal secara teratur dilaporkan dalam kaitannya
dengan pencapaian tujuan entitas termasuk faktor_fakior
keberhasilan?

(6) Apakah pimpinan entitas nremperoleh informasi yang dibutuhkan
guna melaksanakan tanggung jawabnya?

(7) Apakah terdapat mekanisme penyediaan informasi yang memadai
bagi orang yang tepat secara tepat waktu guna membaitu mereka
melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien?(8) Apakah para manajer memperoreh informasi anaritis yang membanru
mereka dalam mengidentifikasi tindakan yang perlu cliamOit?(9) Apakah informasi yang jeras dan tepat tersedia bagi berbagai
tingkatan pimpinan entitas?

(10) Apakah informasi dirangkum secara memadai guna menyediakan
data yang lebih mendetail?

(11) Apakah informasi tersedia sewaktu-waktu yang memungkinkan
pemantauan yang efektif terhadap suatu aktivitas dan kejadian, baik
intern maupun ekstern untuk seranjutnya bereaksi terhadap kondisi
ekonomi, faklor usaha, dan masalah pengendalian?

(12) Apakah pengembangan atau perbaikan sistem informasi dilaksanakan
berdasarkan rencana strategis sistem infornrasi dikaitkarr dengan
strategi umum entitas dan perrcapaian tujuan umum maupun kegiatarr
entitas?

(13) Apakah komite pengarah teknologi informasi telah dibentuk daram
rangka identifikasi informasi yang dibutuhkan?

(14) Apakah prioritas cjan kebutuhan akan informasi ditentukan oreh pihak
eksekutif?

(15) Apakah perencanaan teknorogi informasi terah dikembangkan dan
dikaitkan dengan inisiatif strategi?

('16) Apakah pirnpinan entitas mendukung pengembangan sistem
informasi melarui komitmen terhadap sumber oaya ya-ng memadai,
baik manusia maupun keuangan?

(17) Apakah sumber daya yang memadai (para nranajer, analis,
programer, dengan kemampuan yang sesuai) tersedia sesuai
kebutuhan?

Komunikasi
(1) Apakah tugas dan tanggung jawab pengendalian pegawai

dikomunikasikan melalui jaringan komunikasi yang efektif?(2) Apakah saluran komunikasi seperti pada saat feratihan, rapat atau
dalam pelaksanaan peker.iaan baik secara formal maupun informar
telah dilaksanakan secara memadai?

(3) Apakah setiap pegawai mengetahui tujuan kegiatan masing-masing
dan cara mencapai tujuan tersebut?

(4) Apakah setiap pegawai mengerti bagaimana tugas mereka
berpengaruh ataupun dipengaruhi oleh tugas pegawai yang lain?

b
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(71 Apakah para pegawai benar-benar menggunakan saruran komunikasi
yang ada?

(8) Apakah terhadap orang yang nrelaporkan dugaan penyimpangan

- disediakan umpan barik dan diberi kekebaran terhidap tuntutan batlxe(9) Apakah pimpinan entitas menerima dengan baik saran yang diberikan
oleh pegawai dalam rangka peningkatan produktivitas, ku;litas, atau
sejenisnya.

(10) Apakah terdapat mekanisme bagi pegawai untuk menyampaikan
saran-saran perbaikan?

(11) Apakah pimpinan entitas memberikan penghargaan kepada para
, pegawai yang memberikan saran yang baik?

(12) Apakah komunikasi antarbagian terah dirakukan secara memadai?
(13) Apakah pirnpinan entitas mengomunikasrkan kepada pihak ruar

tentang standar etika yang dimiliki entitas?
(14) Apakah pihak ketiga mengetahui standar etika cran ekspektasi daram

rangka hubungan mereka dengan pihak entitas?
(15) Apakah penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai pihak luar

_ dilaporkan kepada personil yang benrenang?
(16) Apakah pegawai senantiasa melaporkan hasalah yang terjadi dan

laporan tersebut ditindaklanj uti/diinvestigasi?
(17) Apakah tindak ranjut atas penyirnpangan dikomunikasikan kepada

sumbernya?
(18) Apakah pimpinan puncak sadar akan sifat dan jumlah keluhan yang

masuk?

Bentuk dan alal komunikasi
(1) Apakah pimpinan entitas menggunakan metode komunikasr efektif

yang antara lain meliputi manual kebijakan dan prosedur, arahan
manajemen, memorandunr, pemberitahuan, situs internel dan
intranet, pesan-pesan nrelalui video{ape, e_mail, dan pidato_pidato?(2) Apakah terdapat rencana strategis sistem informasi yani sejatan
dengan rencana strategis organisasi?

(3) Apakah terdapat mekanisme unluk mengidentifikasi kebutuhan
informasi yang mendesak?

(4) Apakah peningkatan dan keunggulan teknologi dimonitor, dianalisis,
dievaluasi, dan diperkenarkan untuk membaniu organisasi sehingga
dapat merespon lebih cepat dan efisien?(5) Apakah pimpinan entitas memonitor secara kontinu kualitas informasi
yang diperoleh, diperihara, dan dikomunikasikan terah sesuai dengan
materi, waktu, akurasi, dan akses yang dibutuhkan?(6) Apakah terdapat dr.rkungan manajemen bagi pengembangan
teknologi inforrnasi yang ditunjukkan dengan riomitmen-org"ni;ii
dalam menyediakan sumberdaya manusia dln keuangan? "

kah at saluranteApa u ikan si nU tuksetiap orang
adn an dmelaporka im aya ugaan peny p ngan?

tekah rri(6 Apa kom nu kasapat jalur hakkepad leb hpr ya ng tingg
d U natasa la ngsu ombudsmanng seperti bagian ataupun

counsef?corporate

5.
Pema ntauan Berkelanl utan (ongoi ng mon itori ng)
(1) Apakah pemerintah atau manajemen memiriki strategi untuk menjamrn

efektivitas pelaksanaaan pemantauan berkeranjutJn Beberapa har
yang perlu dipertimbangkan:
(a) Apakah strategi yang dimiliki pemerintah atau manajemen

menjamin umpan balik (feed back) secara rutin, perantauan
kinerja, dan pencapaian tujuan Spl?

(b) Apakah strategi pemantauan mencakup metode yang memberi
penekanan llepada pejabat pelaksana atau manajer operasi
dalam memantau efektivitas Spl?

a

kahApa uan mestrateg pemanta kasiidentifi nncakup kegiata
sr utama hkamembutu t1 reviu d evaluasn te rirsend

Pemantauan
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(d) Apakah strategi juga meliputi perencanaan untuk evaluasi berkala
atas aktivitas pengendalian bagi kegiatan atau operasi utarna
tersebut?

(2) Dalam pelaksanaan tugas rutinnya, apakah pegawai memperoleh
informasi mengenai berfungsi tidaknya SPl. Beberapa informasi yang
dapat dipertimbangkan adalah:
(a) Apakah pejabat pelaksana atau manajemen operasi

membandingkan produksi, persedian, penjualan, dan informasi
lainnya yang drdapatkan dari kegiatan rutin dengan sistem yang
menghasilkan informasi?

(b) Apakah pejabat pelaksana atau manajemen operasi
menindaklanjuti setiap ketidakcocokkan atau masalah lain yang
ditemukan dari hasil sistem informasi?

(c) Apakah integrasi dan rekonsiliasi informasi operasi yang
digunakan untuk mengelola pelaksanaan dengan data yang
dihasilkan oleh sistem pelaporan keuangan dilakukan?

(d) Apakah pegawai pelaksana diharuskan untuk bertanggung jawab
atas kecermatan laporan keuangannya?

(3) Apakah pihak ketiga juga dilibatkan dalam pelaksanaan pemantauan?
(a) Apakah keluhan-keluhan masyarakat dan pihak lain dapat segera

diketahui penyebabnya?
(b) Apakah komunikasi dengan pihak yang berkepentingan

dilakukan?
(c) Apakah pemerintah/pembuat peraturan menginformasikan hal-hal

yang terkait dengan kepatuhan atau hal lain yang
menggambarkan berfungsinya SPI?

(d) Apakah aktivitas SPI yang semestinya menjaga atau dapat
mendeteksi setiap masalah yang muncul, tetapi tidak berfungsi
dengan baik, dilakukan pengulian kembali?

(4) Apakah struktur organisasi dan kegiatan supervisi yang ada dapat
membantu pemantauan terhadap fungsi SPI?
(a) Apakah pembagian tugas dan tanggung jawab digunakan untuk

membantu pendeteksian kecurangan?
(b) Apakah penreriksa intern adalah badan yang independen dan

mempunyai kewenangan untuk melaporkan secara langsung
kepada pimpinan organisasi?

(5) Apakah data yang dicatat oleh sistem informasi maupun keuangan
telah dibandingkan secara periodik dengan fisiknya?
(a) Apakah persediaan dan aset lainnya diperiksa secara berkala?
(b) Apakah setiap perbedaan antara yang tercatat dengan jumlah

yang ada telah dikoreksi?
(c) Apakah sebab-sebab terladinya perbedaan, dijelaskan, dan

diperbaiki?
(d) Apakah frekuensi perbandingan merupakan fungsi dad penjagaan

aset?
(e) Apakah tanggung jawab penyimpanan sumber daya dan

kekayaan diberikan kepada individu tertentu?

(6) Apakah tanggapan atas rekomendasi pemeriksa baik internal maupun
eksternal ditu.jukan unluk memperkuaVperbaikan pengendalian
intern?
(a) Apakah pejabat pelaksana yang mempunyai kewenangan

memberi keputusan mengenai rekomendasi yang akan
diimplementasikan?

(b) Apakah tindakan yang ingin ditindaklanjuti untuk memverifikasi
implementasi?

tl
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(7) Apakah terdapat mekanisme pertemuan dengan para pegawai dalam
rangka rnernperoleh umpan balik mengenai efektivitas SPI?
(a) Apakah isu-isu yang relevan, informasi, dan umpan balik terkait

dengan efektivitas pengendalian intern yang dinyatakan dalam
pelatihan, senrina r, sesi perencanaan, dan pertemua n-pertemua n
larn didapatkan dan digunakan oleh manajemen untuk menjawab
masalah-rnasalah atau memperkuat struktur pengendalian intern?

(b) Apakah saran-saran dari pegawai terkait dengan pengendalian
intern dipertimbangkan dan dilaksanakan secara proporsional?

(c) Apakah mana.jemen mendorong pata pekerjanya untuk
mengidentifikast kelemahan pengendalian intern?

(d) Apakah mana.jemen mendorong para pekerjanya untuk
melaporkan kelemahan SPI kepadanya, dalam rangka
pengawasan?

(8) Apakah para pegawai secara rutin diminta untuk menyatakan secara
eksplisit mengenai l<esesuaian perilaku mereka terhadap kodeetik?
(a) Apakah kepada para pegawai secara berkala diminta untuk

melaksanakan kode etik?
(b) Apakah ada tanda bagr pembuktian telah dilakukannya fungsi

pengendalian untuk fungsi-furrgsi pokok seperti rekonsiliasi?

(9) Apakah terdapat efektivitas dari kegiatan pemeriksaan intern?
(a) Apakah kegiatan pemeriksaan intern di dalam organisasi

mempunyai tingkat kompetensi dan pengalaman di bidangnya?
(b) Apakah posisi-posisi dalam organisasi tepat?
(c) Apakah pegawai dapat berhubungan dengan dewan direksi

ataupun komite audit?
(d) Apakah lingkup, tanggung jawab dan perencanaan pemeriksaan

mereka memenuhi kebutuhan organisasi?

b Evaluasi Terpisah (Separale Evaluation\
(1) Apakah lingkup dan frekuensi pelaksanaan evaluasi khusus terhadap

pengendalian intern telah mernadai?
(a) Apakah ltasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan

berkelanjutan, dipertimbangkan dalam menentukan lingkup dan
frekuensi evaluasi terpisah?

(b) Apakah seksi atau bagian tertentu pengendalian intern dievaluasi
secara periodik?

(c) Apakah lingkup dan l<edalaman cakupan sudah cukup?
(d) Apakah evaluasi dilakukan oleh pegawai dengan keahlian yang

dibutuhkan?
(e) Apakah kejadian-kejadian tertentu seperti perubahan rencana

atau strategi nranajemen yang mendasar, ekspansi usaha,
perubahan yang signifikan pada operasi atau informasi anggaran
telah diadakan evaluasi?

(2) Apakah metodologi untuk mengevaluasi pengendalian inlern telah
memadai dan logis? Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
(a) Apakah terdapat instrumen yang digunakan seperti checktist,

kuisioner, atau instrumen lain?
(b) Apakah evaluasi terpisah mencakup reviu atas desain

pengendalian dan pengujian langsung terhadap aktivitas
pengendalian intern?

(c) Apakah tim evaluasi juga dililratkan dalam merencanakan proses
evaluasi?

(d) Apakah proses evaluasi dipimpin oleh eksekutif yang mempunyai
kewenangan, keahlian, dan pengalaman yangditrutuhkan?

t2
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(3) Apabila evaruasi ini dirakukan oreh pemeriksa inrern, apakah mereka
memiliki sumber daya, kemampuan dan independensi yang memadai.
Hal-hal berikut perlu menjadi bahan pertimbangan,
(a) Apakah unit pemeriksa intern mempunyai pegawai dengan

kompetensi dan pengalaman untuk melakuian evaluasi?
(b) Apakah secara 

. 
organisasi pemeriksa intern independen dan

melaporkan hasil evaluasi kepada tingkat tertinggi yang ada
dalam organisasi?

(c) Apakah tanggung jawab, lingkup pekerjaan, dan rencana
pemeriksaan pemeriksa inlern dapat memenuhi kebutuhan
organisasi?

(d) Apakah penyimpangan yang ditemukan dalam evaluasi tetah
dilaporkan kepada puncak pimpinan?

(e) Apakah penyimpangan yang ditemukan daram evaruasi terah
diselesaikan secara tepat?

(4) Apakah terdapat kecukupan proses evaruasi? Beberapa har berikut
dapat dijadikan pe(imbangan:
(a) Apakah evaluator mempunyai kecukupan pemahaman terhadap

aktivitas organisasi?
(b) Apakah pernahaman terhadap bagaimana sistem seharusnya

bekeqa dan bagaimana sistem bekerja dimiliki oleh evaluato?
(c) Apakah anarisis dengan menggunakan hasir evaruasi sebagai

pengukuran terhadap kriteria yang terah ditetapkan dirakukan oieh
evaluator?

(d) Apakah pekerjaan evaluasi didokumentasikan secara memadai?

Penyelesaian hasil pemeriksaan
(1) Apakah terdapat mekanisme yang dapat menjamin bahwa terhadap

temuan{emuan pemeriksaan ataupun reviu lainnya terah dirakukan
penyelesaian dengan tepat? Antara laln:
(a) Apakah manajer mereviu dan mengevaruasi temuan-temuan

pemeriksaan ataupun reviu lainnya ternrasuk penyimpangan_
penyimpangan dan kemungkinan perbaikannya?

(b) Apakah manajemen menentukan hal_hal ying perlu dilakukan
dalam menanggapi temuan dan rekomendasi? -

(c) Apakah tindakan pertraikan dilakukan dalam jangka waktu yang
telah ditentukan?

(2)

(d) Dalam hal terjadi ketidaksetu,luan terhadap temuan atau
rekomendasi, apakah manajemen mampu menunjukkan bahwa
temuan atau rekomendasi tersebut tidak varid ataupun tidak bisa
dilaksanakan?

(e) Apakah manajemen mempunyai pemikiran untuk melakukan
konsultasi kepada pemeriksa ketika mereka percaya bahwa haltersebut akan membantu proses penyelesaian hasil
pemeriksaan?

Apakah manajemen tanggap terhadap temuan dan rekomendasi
pemeriksaan ataupun reviu lainnya yang bertujuan kepada perbaikan
pengendalian intern? Hal tersebut dapat terliha[dari:
(a) Apakah eksekutif yang berwenang mengevaluasi lemuan dan

rekornendasi sefta menentukan tindakjn yang tepat untuk
memperbaiki atau meningkatkan pengendalian?

(b) Apakah trndakan pengendalian intern yang diinginkan
ditindaklanjuti dalam rangka verifikasi pengendalian?

IJ
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(3) Apakah tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi pemeriksaan
ataupun reviu lainnya telah dilakukan secara nremadai? Antara lain
dapat diketahui dari.

(a) Apakah masalah-rnasalah pada transaksi atau kejadian tertentu
dikoreksi secara tepal?

(b) Apakah penyebab permasalahan yang terjadi dapat diselidiki oleh
manajemen?

(c) Apakah tindak lanlut untuk meyakinkan bahwa tindakan perbaikan
yang diperlukan telah dilakukan?

(d) Apakah manajemen puncak selalu mendapatkan informasi
terhadap status dan posisi penyelesaian hasil pemeriksaan?

(e) Apakah penyebab terjadinya permasalahan sebagaimana
dituangkan dalam temuan dan rekomendasi telah diselidiki?

(f) Apakah penyebab terjadinya permasalahan sebagaimana
dituangkan dalam temuan dan rekomendasi telah dilakukan
perbaikan?

KESIMPULAN:



IV. Format Kerja Penrilihan Area Kunr!

Sasaran Audit : Audit Kinerja atas ........,.........
Periode Audit . Tahun Anggaran

Dibuat ole.h

Direviu oleh

Disetujui oieh

KERTAS KERIA PEMILIHAN AREA KUNCI

Tujuan kegiatan ini adalah menenhrkan urutan prioritas dari area potensial yang akan dipilih menjadi obyek Audit kinerja (area kunci).

Catatan:
l. Kolom 2 diisi dengar area-area potensial yang didapatkan dari hasil identifrkasi rnasalah.
2. Kolorn3,-1,5, dan6diisidenganmenggunakanskorl = rendah,2=sedang,3= tinggr
3. Kolom 7 rnerupakan penjumlahan darikolom 3, 4.5, dan 6.
4. Kolom 8 merupakan r.lrutan prioritas dari area-area potensial yang akan dipilih sebagai ob_vek Audit.
5. Kolom 9 menrpakrn kesirnpulan area potensial vang akan dipilih sebagai obyek Audit (area Lunci).

Area Kunci
Audit

Total
Skor
(7)

Urutan Kesimpulan
Prioritas DipilihiTidak

(8) (e)(1) (2) (3) (4) (5) (5)

I

2.

J.



V. Format Kertas Kerja Penetapan lujuan Dan Lingkup Audit

Sasaran Audit : Arrdit Ifinerja atas No. KI(A
Dibuat oleh
Direviu oleh
Disetujui
oleh

Periode Audit : Tahurr Anggurarr

lmrIruru

CONTOH

KERTAS KERJA PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

Tujuan dari kegiatan "Penetapan Obyel<, Tujuan, dan Lingkup Audit" adala} memberilen arah yang
jelas pada proses pelaksanaan Audit untuk menghindari prosedur-prosedur yang tidak perlu. dan lebih
fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tujuan Audit yang telah ditetapkan. Dengan
demikian auditor akan lebih mudah mengambil keputusan pada akhir Audit. Auditor dapat
tnengernbangkan butir-butir yang ada dalam template KKA sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

1. Area kunci yang dipilih

2. Tujuan Audit

3. Periode waklu Audit

4. Lingkup Audit

I



W. Format Kertas Kerja Pengujian Data Audit

Sasaran Audit
Periode Audit

: Audit Kinerja atas
Tahun Anggaran

No. KKA
Dibuat oleh
Dircviu oleh
Disetujui
oleh

KERTAS KERJA PENGUJIAN DATA AUDIT

Tujuan kegiatan pengujian data adalah menentukan bukti-bukti audit yang penting dan perlu sebagai
bahan penyusunan suatu temuan audit, kesimpulan audit. dan usul rekomendasi. 

-

1. Daftar surnber data yang diperoleh:

2. Teknik analisis yang digunakan:

3. Ringkasan hasil analisis:

4. Usul rekomendasi

I


